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ABSTRAK

Danang Wahid Salim, NIM. 6661111744. Skripsi. Evaluas Kebijakan
Kemitraan Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten
Pandeglang. Program Studi IImu Administrasi Publik. Fakultas [Imu Sosial
dan IImu Poalitik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing | : Leo
Agustino, PhD dan Pembimbing Il : Rahmawati, M.S

Pengelolaan taman nasional sering dihadapkan pada dilema antara kepentingan
konservass keanekaragaman hayati dengan kepentingan dan kebutuhan
masyarakat terhadap sumberdaya di taman nasional, dimana seringkali masyarakat
lokal diabaikan dalam pengelolaan taman nasional. Tujuan penelitian ini adalah
sgjauh mana pelaksanaan kegiatan kebijakan kemitraan Taman Nasional Ujung
Kulon di Kabupaten Pandeglang. Teori yang digunakan Wiliiam N. Dunn. Yaitu :
efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Metode
penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan observasi, wawancara dan
dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah indikator evaluasi diukur dengan
efektifitas kebijakan, efisiens kebijakan, kecukupan kebijakan, pemerataan
kebijakan, responsivitas kebijakan dan ketepatan kebijakan. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah Dari semua aspek yang didapat dilapangan dapat
dissmpulkan bahwan Pelaksanaan program kemitraan Konservasi dalam kegiatan
pengelolaan kawasan Taman Nasiona (TN) dengan Kelompok Tani Konservasi
(KTK) sudah berjalan dan telah menghasilkan beberapa pelaku kegiatan dari
kelompok tani konservasi dan berjalan sampa sekarang walupun belum optimal.
Saran dari pendlitian ini adalah pihak balai Tidak hanya melakukan sosialisa akan
tetapi harus sering memberikan pelatihan keterampilan bagi para pelaku kegiatan
agar para pelaku kegiatan untuk ke depannya dapat melakukan kegiatannya
dengan mandiri dan dari pihak balai tinggal melakukan pengawasan sgja

Kata Kunci : Evaluas, kebijakan Kemitraan



ABSTRACT

Danang Wahid Salim, NIM. 6661111744. Thesis. Evaluation of Conservation
Partnership Policy of Ujung Kulon National Park in Pandeglang District.
Departement of Public Adminitration. Faculty of Social Science and Political
Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisor |: Leo Agustino, PhD
and Advisor 11: Rahmawati, M.S

The management of national parks is often faced with a dilemma between
biodiversity conservation interests and the interests and needs of communities for
resources in national parks, where local people are often neglected in park
management. . The purpose of this study is the extent to which the implementation
of policy activities partnership Ujung Kulon National Park in Pandeglang
District. The theory used by Wiliiam N. Dunn. Namely: effectiveness, efficiency,
adequacy, equity, responsiveness and accuracy. The research method used
descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques using
practice, interviews and documentation. The results of this study are indicators
related to the effectiveness, policy, policy adequacy, policy equity, policy
responsiveness and policy accuracy. The conclusion of this research is From all
aspects obtained in the field, it can be concluded that the implementation of
Conservation Partnership program in the management of National Park (TN)
with Conservation Farmer Group (KTK) has been running and has resulted some
actors from conservation farmer group and running until now even though not
optimal. Suggestions from this research is the party Hall Not only do socialization
but must often provide skills training for the perpetrators of the activities so that
the perpetrators of activities for the future can perform its activities independently
and from the residents live monitoring only

Keywords: Evaluation, Partnership policy
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdiri dari lima pulau besar,
diantaranya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Dan
selain itu juga terdapat beribu pulau kecil yang terbentang dari Sabang sampai
Merauke yang memiliki sumber daya alam yang melimpah serta memiliki
keanekaragaman bahasa, suku, agama, adat istiadat, dan budaya. Selain memiliki
sumber daya alam yang melimpah secara geografis Indonesia terletak cukup
strategis yaitu berada di titik silang lalu lintas dan perdagangan dunia.
Keanekaragaman serta kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tersebut
menjadi satu kesatuan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).

Melihat fakta tersebut di atas, seharusnya Indonesia mampu menjadi
Negara yang maju dan mampu membawa rakyatnya hidup dalam kesejahteraan.
Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangat melimpah. Apabila dapat dikelola
dengan baik, hal ini dapat berpotensi besar dalam meningkatkan pendapatan
masyarakat. Dengan begitu masyarakat akan hidup dalam taraf yang baik, dan
mampu bersaing denga dunia luar. Selain itu, masyarakat tidak akan tergantung

kepada Negara dalam hal ini adalah pemerintah.
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Indonesia merupakan salah satu hotspot kergaman hayati penting di dunia.
Untuk melestarikan keanekaragaman hayati tersebut pemerintah Indonesia telah
menetapkan sejumlah kawasan konservasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal
ini menunjukan komitmen Indonesia dalam upaya pelestarian sumber daya alam
untuk keperluan umat manusia.

Menjaga keberadaan jenis-jenis sumberdaya alam yang penting
merupakan salah sau mandat dari pengelolaan kawasan konservasi yang ada.
Untuk itu perlu senantiasa dilakukan pemantauan terhadap kondisi pengelolaan
kawasan konservasi yang ada. Hal ini selain untuk memastikan bahwa kawasan
dikelola sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, juga sebagai alat untuk
memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.

Fakta menunjukan bahwa banyak permasalahan yang dihadapi dalam
pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia tersebut. Hal tersebut dipicu oleh
beberapa faktor, antara lain adalah kondisi internal yaitu status dan kondisi
kawasan yang sepenuhnya belum disepakati atau belum clear and clean, belum
selesainya penetaan batas, serta pengelolaan kawasan yang belum optimal.
Sedangkan kondisi eksternal antara lain kebutuhan lahan karena dinamika
demografi, pemekaran wilayah yang diikuti kebutuhan infrastruktur, mobilitas,
pertambangan, perkeebunan skala besar, permintaan pasar terhadap komoditi

tertentu.



Permasalahan lain yang umum yang terjadi dalam pengelolaan adalah
adanya kesulitan dalam mengidentifikasi prioritas permasalahan, kurangnya
sumber daya yang tersedia, ketidaktepatan dalam mengalokasikan sumber daya
yang dimiliki, serta belum diketahui sejaun mana pengelolaan yang dilakukan
berada dalam arah yang benar dalam mencapai tujuan pengelolaan. Menyadari
akan pentingnya eksistensi kawasan konservasi dalam mendukung kehidupan
manusia dan keberlanjutan pembangunan, Pemerintah Indonesia bertekad kuat
memperbaiki kualitas pengelolaan yang dilakukan.

Hutan sebagai salah satu bagian dari Lingkungan Hidup merupakan
karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang
sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat
yang dapat diambil dari hutan. Misalnya, hutan sebagai penyangga paru-paru
dunia. Dan Indonesia merupakan salah satu stekholder dalam pelestarian
keanekaragaman hayati di Dunia. Maka dari itu Pemerintah Indonesia telah
menetapkan sejumlah kawasan konservasi yang tersebar di seluruh Indonesia,
salah satunya Taman Nasional Ujung Kulon yang berletak di ujung Pulau jawa
bagian barat.

Rencana pengelolaan hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan
hutan yang Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan salah satu taman
nasional tertua dan terpenting di Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Jawa

tepatnya di Kecamatan Sumur dan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, yang



secara geografis terletak antara 102°02°32” - 105°37°37” BT dan 06°30°43” -
06°52°17” LS. Taman nasional ini memiliki flagship species yang unik, yaitu
Badak Jawa (Rhinoceros Sondaicus) dan kelangkaannya di akui di seluruh dunia
(status :Appendix | CITES sejak tahun 1975). Disisi lain Badak Jawa juga
termasuk satwa dengan status critically (IUCN). Penetapan status tersebut
menjadikan TNUK ditetapkan sebagai salah satu ‘Warisan Dunia (The World
Heritage) olehn UNESCO. Untuk itu, dengan nilai penting yang dimilikinya maka
pengelolaan TNUK di dasarkan pada pengelolaan konservasi badak jawa. Salah
satu kawasan kelestarian alam yang ada di Indonesia dan menjadi satu-satunya
Taman Nasional yang menjadi habitat terakhir populasi Badak Jawa (Rhinoceros
Sondaicus) di dunia.

Kawasan Ujung Kulon pertama kali diperkenalkan oleh ahli Botani
Jerman, F. Junghun pada Tahun 1846, ketika sedang menumpulkan tumbuhan
tropis. Pada massa itu kekayaan flora dan fauna Ujung Kulon sudah mulai dikenal
oleh para peneliti. Bahkan perjalanan Ujung Kulon ini sempat masuk di dalam
jurnal ilmiah beberapa tahun kemudian. Tidak banyak catatan mengenai Ujung
Kulon sampai meletusnya gunung Krakatau pada tahun 1883. Hanya di dalam
salah satu catatan perjalanan, disebutkan bahwa sebelum meletusnya gunung
Krakatau pada Agustus 1883, dikawasan Peucang dan Semenanjung Ujung Kulon
pernah berdiam tiga desa yaitu desa Tjikoeya, Djoengkulon dan Roemah Tiga.

Kawasan ini dahulu banyak tumbuhan palm dan karet. Karena itu desa-desa di



Ujung Kulon terkenal sebagai pengekspor karet terbesar pada jaman itu. Namun
kemudian kedahsyatan letusan Gunung Krakatau yang menghasilkan gelombang
tsunami setinggi kurang lebih 15 meter, telah memporak-porandakan tidak hanya
pemukiman penduduk di Ujung Kulon, tetapi satwa liar dan vegetasi yang ada.
Meskipun letusan Krakatau telah menyapu bersih kawasan Ujung Kulon, akan
tetapi beberapa tahun kemudian diketahui bahwa ekosistem-vegetasi dan satwa
liar di Ujung Kulon tumbuh naik dengan cepat. Satu abad setelah meletusnya
Gunung Krakatau, tepatnya pada jaman kolonial Belanda, kekayaan Alam Ujung
Kulon terutama satwanya, telah menarik para petinggi Belanda untuk
menjadikannya sebagai tempat perburuan. Pada saat itu Ujung Kulon sangat
terkenal sebagai tempat berburu badak jawa, macan tutul dan harimau jawa.
Kegiatan perburuan yang terus menerus tanpa aturan yang Kketat telah
menyebabkan puluhan bahkan ratusan populasi dari satwa-satwa tersebut
menurun. Bahkan perburuan ini pulalah yang menyebabkan salah satu satwa
tersebut mencapai kepunahannya.

Mengacu pada Undang-undang No 5 Tahun 1990, dalam rangka
mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang lebih baik, sebuah kawasan hutan harus
dikelola berdasarkan pada rencanaan pengelolaan yang disusun oleh unit
pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terletak di kabupaten
Pandeglang provinsi Banten. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk menjamin

kelestarian fungsi kawasan sekaligus mengoptimalkan fungsi pemanfaatan lestari



dalam meningkatkan kesejahteraan, khususnya di daerah penyangga Taman
Nasional Ujung Kulon.

Peraturan dalam pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon tertuang juga
dalam peraturan pemerintah kabupaten, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Daerah Penyangga Taman
Nasional Ujung Kulon. Sehingga dalam hal ini banyak aspek yang berperan dalam
hal pengelolaan di Taman Nasional Ujung Kulon. Daerah penyangga TNUK
mempunyai luas 22.875 Ha yang meliputi 19 (sembilan belas) desa di Kecamatan
Sumur dan Kecamatan Cimanggu, baik yang berbatasan langsung maupun yang
tidak berbatasan langsung dengan kawasan TNUK, sebagaimana tabel 1 di bawah.

Seiring dengan dinamika peraturan dan perundangan tentang pengelolaan
kawasan konservasi di Indonesia. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi juga
mengalami beberapa perubahan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011
tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam
(KPA) diantaranya mengatur tentang rencana pengelolaan kawasan. Berdasarkan
peraturan pemerintah tersebut rencana pengelolaan KSA dan KPA terdiri dari
Rencana pengelolaan jangka panjang (10 tahun), dan rencana pengelolaan jangka
pendek (1 tahun). Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional
Ujung Kulon 2016-2025 disusun sebagai pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 28 tahun 2011.



Namun, pengelolaan taman nasional sering dihadapkan pada dilema antara
kepentingan konservasi keanekaragaman hayati dengan kepentingan dan
kebutuhan masyarakat terhadap sumberdaya di taman nasional, dimana seringkali
masyarakat lokal diabaikan dalam pengelolaan taman nasional. Permasalahan lain
yang umum terjadi dalam pengelolaan adalah adanya kesulitan untuk
mengidentifikasi prioritas permasalahan, ketidaktepatan dalam mengalokasikan
sumber daya yang dimiliki, serta belum diketahui sejauh mana pengelolaan yang
dilakukan berada dalam arah yang benar dalam mencapai tujuan pengelolaan.

Fungsi kawasan Gunung Honje pada waktu itu adalah hutan produksi
dibawah pengelolaan Perhutani, dimana saat itu masyarakat diperbolehkan
menanam tanaman semusim dibawah tegakan pohon milik Perhutani. Pada saat
peralihan fungsi kawasan dari hutan produksi menjadi hutan konservasi, tidak
dibarengi dengan proses sosialisasi yang intens yang memberi informasi bahwa
dalam pengelolaan hutan konservasi, masyarakat tidak lagi diperbolehkan
menanam tanaman didalam kawasan hutan selain tumbuhan endemik. Sebagai
akibatnya keterlanjuran ini berlangsung terus menerus hingga generasi anak
bahkan cucu. Menyikapi hal tersebut, Balai TN. Ujung Kulon telah berupaya
melakukan beberapa tindakan, mulai dari pendekatan secara persuasive hingga
tindakan hukum, namun tidak memberikan hasil yang optimal. Masyarakat tetap
berladang, berkebun dan menggarap sawah di dalam kawasan hutan TN. Ujung

Kulon.



Sebelum peralihan fungsi sebagai cagar alam, kawasan Gunung Honje
merupakan hutan produksi di bawah pengelolaan Perhutani. Dalam skema
pengelolaan hutan produksi Perhutani, masyarakat diperkenankan untuk menanam
tanaman semusim atau tanaman lainnya dibawah tanaman pokok milik Perhutani
dengan sistem tumpang sari. Hal ini berarti jauh sebelum penetapan kawasan TN.
Ujung Kulon di Gunung Honje telah ada praktek penanaman oleh masyarakat,
yang kemudian tetap terbawa sampai perubahan fungsi kawasan menjadi taman
nasional. Keterlanjuran inilah yang terus menerus menimbulkan konflik dengan
masyarakat sekitar kawasan hutan TN. Ujung Kulon, khususnya bagi masyarakat
penggarapan lahan di dalam kawasan. Penggarapan lahan berupa kebun dan
sawah serta pemukiman di dalam kawasan juga merupakan imbas dari kondisi
desa-desa di daerah penyangga kawasan TN. Ujung Kulon. Lokasi desa-desa yang
berbatasan langsung dengan kawasan merupakan daerah terpencil dengan kondisi
infrastruktur (khususnya jalan) yang buruk/rusak. Sebagian besar masyarakat sulit
untuk mengakses kebutuhan dasar air bersih dan pelayanan kesehatan.
Pembangunan perekonomian yang lambat dengan pilihan lapangan pekerjaan
yang terbatas, sehingga potensi hutan di kawasan Ujung Kulon menjadi pilihan
untuk menggantungkan sumber kehidupan masyarakat.

Pada awal tahun 2017, muncul angin segar dalam upaya menangani
masyarakat yang memiliki lahan garapan di dalam kawasan TN. Ujung Kulon

mendahului kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri LHK



No.P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, yang
didalamnya mengatur pemberian akses kepada masyarakat sekitar, untuk kawasan
konservasi dalam bentuk kemitraan kehutanan. Masyarakat penggarap yang
tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi peserta kemitraan kehutanan
konservasi sebagai bentuk kerja sama pemberdayaan masyarakat di kawasan
konservasi disebut sebagai mitra konservasi. Dalam pasal 2 tersebut poin-poin
yang tercantum dalam peraturan menteri, yaitu :

1)  Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman
pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di
bidang Perhutanan Sosial.

2)  Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan
tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum
adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka

kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Meski dalam P.83 tahun 2016 pengaturan teknis kemitraan kehutanan
dalam kawasan konservasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur
Jenderal yang membidangi, dalam hal ini Direktur Jenderal Konservasi
Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Balai TN. Ujung Kulon mencoba menginisiasi
program tersebut dengan nama “Kemitraan Konservasi” sembari berkomunikasi

intensif dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
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Penandatangan NKK Kemitraan Konservasi selain dilakukan dengan 6
(enam) kelompok tani konservasi juga dengan 2 (dua) kelompok sadar wisata. Ke
enam kelompok tani konservasi (KTK) tersebut adalah KTK Resort Rancapinang,
KTK Resort Cibadak, KTK Resort Padali, KTK Resort Kopi, KTK Resort
Katapang dan KTK Resort Tamanjaya; sedangkan 2 kelompok sadar wisata
(Pokdarwis) yang turut menandatangani NKK adalah Pokdarwis Sumur dan
Pokdarwis Cimanggu.

Meski Balai TN. Ujung Kulon telah mencoba menawarkan solusi atas
konflik lahan garapan di dalam kawasan, tetapi masih ada beberapa penggarap
yang tidak mau menerima skema kemitraan konservasi tersebut. Tercatat bahwa
sampai dengan proses penandatanganan MoU dan NKK dilakukan masih ada
penggarap yang belum bergabung dengan kelompok tani konservasi, sehingga
proses pengumpulan dan verifikasi data lahan garapan masih tetap dilanjutkan.

Dalam proses tersebut, pembentukan kelompok tani konservasi dilakukan
berdasarkan wilayah kerja Resort dimana lokasi lahan garapan masyarakat
tersebut berada. Jika melihat hasil verifikasi lahan garapan, maka terdapat 6
wilayah kerja resort yang sudah memulai aktivitas pengumpulan data lahan
garapan, yaitu Resort Rancapinang, Cibadak, Padali, Kopi, Katapang dan
Tamanjaya. Ke enam resort tersebut juga telah menginisiasi pembentukan
kelompok tani konservasi. Sebenarnya masih terdapat 1 lokasi wilayah kerja

resort yang didalamnya juga terdapat lahan garapan masyarakat berupa kebun,
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ladang, sawah dan pemukiman yaitu di Resort Legon Pakis dengan masyarakat
penggarapnya berasal dari Desa Ujungjaya.

Masyarakat penggarap di Desa Ujungjaya masih belum dapat menerima
kesepakatan kemitraan konservasi yang ditawarkan oleh Balai TN. Ujung Kulon
antara lain bahwa lahan garapan bukan merupakan hal milik, tidak dapat
diperluas, diwariskan, dipindahtangankan, diagunkan dan diperjualbelikan.
Kondisi tersebut juga ditambah dengan tidak adanya dukungan dari aparat
pemerintah desa terhadap solusi kemitraan konservasi tersebut. Sehingga sampai
dengan penandatangan MoU dan NKK Kemitraan Konservasi hanya dilakukan
dengan 6 (enam) kelompok tani konservasi saja.

Sedangkan permasalahan-permasalahan yang ada pada kawasan Taman
Nasional Ujung Kulon yang bersifat strategis, antara lain :

Permasalahan yang Pertama adalah Lahan garapan dan pemukiman dalam
kawasan . Pada wilayah Gunung Honje terdapat lahan garapan dalam kawasan
yang dilakukan oleh masyarakat sekitar taman nasional dengan luas mencapai
2.971,95 ha. Lahan garapan tersebut berupa kebun seluas 1.384,12 ha dan sawah
seluas 1.568,69 ha menyebar di wilayah bagian selatan dan utara Gunung Honje.
Selain adanya lahan garapan, pada wilayah tersebut terdapat pemukiman
masyarakat di dalam kawasan seluas 19,14 ha dengan jumlah pemukiman sekitar
94 KK. Terdapatnya lahan garapan dan pemukiman di Gunung Honje tidak

terlepas dari sejarah kawasan dimana sebelum ditunjuk sebagai taman nasional,
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kawasan Gunung Honje merupakan hutan produksi yang dikelola oleh Perum
Perhutani yang menerapkan sistem tumpang sari di dalam kawasan hutan. Setelah
penunjukan kawasan Gunung Honje Selatan (tahun 1967) dan Gunung Honje
Utara (tahun 1979) menjadi taman nasional, penggarapan lahan dan pemukiman
di dalam kawasan masih tetap berlangsung, walaupun telah beberapa kali
dilakukan upaya pemindahan (resettlement) dan pengeluaran perambah dari dalam
kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Permasalahan yang Kedua, Batas Wilayah Perairan Laut adalah Belum
adanya batas fisik di wilayah perairan laut. Batas wilayah perairan laut Taman
Nasional Ujung Kulon belum ada tanda batas fisik di lapangan. Pada tahun 2007
penandaan batas wilayah perairan laut pernah dilakukan dengan pemasangan
beberapa (mooring buoy) dibeberapa titik, namun karena kuatnya arus dan
gelombang laut, tanda batas tersebut hilang. Dengan tidak adanya tanda batas fisik
di wilayah perairan menyebabkan sering terjadinya pelanggaran batas kawasan,
pengambilan biota laut dan kendala dalam upaya pengamanan dan penegakan
hukum.

Permasalahan yang Ketiga, adalah Zonasi belum berfungsi secara optimal.
Zonasi Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor
100/1VV-Set/2011 tentang Zonasi Taman Nasional Ujung Kulon. Berdasarkan

surat keputusan tersebut ditetapkan zonasi Taman Nasional Ujung Kulon yang
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terdiri dari : zona inti 28.292 ha, zona rimba 45.971 Ha , zona perlindunganbahari
42.804 ha, zona pemanfaatan 948 ha, zona tradisional 2.553 ha, zona rehabilitasi
2.195 ha, zona religi 169 ha dan zona khusus 24 ha. Penetapan zonasi tersebut
didasarkan atas potensi sumberdaya alam yang terdapat pada kawasan taman
nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Secara umum, fungsi
zonasi Taman Nasional Ujung Kulon masih sesuai dengan kondisi di lapangan,
namun pada beberapa wilayah khususnya di Gunung Honje, kondisinya sesuai
lagi dengan kriteria zonasi sehingga pengelolaan kawasan belum dapat dilakukan
secara optimal.

Permasalahan yang Keempat adalah berkembangnya jenis tumbuhan
invasif. Tumbuhan invasif, baik jenis lokal maupun asing, dapat menyebabkan
kerugian secara ekologi maupun ekonomi, khususnya bila dikaitkan dengan tujuan
pengelolaan ekosistem secara spesifik. Secara ekologi, tumbuhan invasif
menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati dan terjadinya kerusakan
ekosistem. Secara ekonomi kerugian dapat dihitung dari besarnya nilai yang harus
dikeluarkan sebagai upaya pengendalian jenis tersebut dan kerugian akibat kinerja

pengelolaan yang tidak sesuai harapan.

Dari permasalahan di atas dapat diketahui bahwa Kebijakan Pengelolaan

perlu di evaluasi. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti tertarik menyusun
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penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Taman

Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang”

1.2.  ldentifikasi Masalah
Berdasarkan pemaparan pada uraian dimuka, adapun permasalahan yang
diidentifikasikan oleh penulis yaitu :
1) Adanya lahan garapan di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon
yang di garap oleh masyarakat
2) Belum adanya batas fisik di wilayah perairan laut Taman Nasional Ujung
Kulon

3) Zonasi belum berfungsi secara optimal di Taman Nasional Ujung Kulon

1.3. Batasan Masalah
Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka peneliti
membatasi ruang lingkup permasalahan ini hanya di khususkan pada kebijakan

Kemitraan Konservasi yang ada Taman Nasional Ujung Kulon.

1.4,  Rumusan Masalah
Kemudian dari latar belakang dan identifikasi masaslah yang ada dan telah

diuraikan di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah seai berikut :
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“Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Kemitraan Konservasi Taman

Nasional Ujung Kulondi Kabupaten Pandeglang?”.

1.5.  Tujuan Penelitian
Adapaun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana
Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Kemitraan Konservasi Taman Nasional Ujung

Kulon di Kabupaten Pandeglang.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat kegiatan praktik kerja lapang ini yaitu sebagai ajang
mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama kegiatan perkuliahan Iimu
Administrasi Negara di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan dapat dijadikan
masukan bagi Pegawai BTNUK di Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan

pengelolaan ini sekaligus sebagai bahan untuk mengevaluasi kebijakan.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah dasar berpijak dari sisi teori dan kerangka
konseptual. Tinjauan pustaka dibuat dengan cukup lengkap agar seluruh bagian
dari karya ilmiah terdukung oleh konsep teoritis. Jadi dapat disimpulkan tinjauan
pustaka yaitu peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait serta membuktikan

kesesuaian dalam penelitian.

Berdasarkan pada bab sebelumnya, peneliti menggunakan beberapa istilah
yang Dberkaitan dengan masalah penelitian. Untuk pada bab ini peneliti
menggunakan beberapa teori yang mendukung masalah dalam penelitian ini.
Teori dalam ilmu administrasi mempunyai peranan yang sama seperti ilmu-ilmu
lainnya, yaitu berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam
penelitian. Pada bagian ini dipaparkan teori-teori serta pustaka yang dipakai pada
waktu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teori digunakan sebagai indikator
pedoman wawancara, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan
informasi dilapangan. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal
untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. (Sugiyono,

2009: 47).
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2.1.1 Konsep Kebijakan Publik

Sebelum menjelaskan tentang evaluasi kebijakan publik terlebih dahulu
harus dimengerti apa yang dimaksud dengan Kebijakan Publik, dan bagaimana
proses kebijakan public itu sehingga dapat di implementasikan. Pengertian
kebijakan publik sampai saat ini masih menjadi pedebatan bagi para pakar
kebiijakan, walaupun banyaknya pngertian yang dikemukakan oleh mereka, tetapi
semuanya tidak keliru dan saling melengkapi. Dye mengatakan bahwa Public
Policy is whats government do, why they do it, and what different it make
(kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa
mereka melakukan dan apa perbedaan yang dihasilkan). Dalam bukunya yang
lain, Understanding Public Policy beliau menyebutkan bahwa kebijakan public

adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah umtuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Dari berbagai kepustakaan dapat di ungkapkan bahwa kebijakan public
dala kepustakaan Internasional disebut sebagai Public Policy, menurut Nugroho
(2015:10) yang dipahami sebagai :

“setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk
merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk

mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakt pada masa transisi,
untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan”

Artinya bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah selaku pemegang

suatu kewenangan negara merupakan suatu perencanaan yang telah disetujui
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sebagai acuan agar masyarakat dapat memiliki hidup yang lebih baik. Produk dari
keputusan ini merupakan hokum yang tetap dan tidak dapat dilanggar atau kita
sebut sebagai peraturan. Hal ini berangkat dari suatu isu yang menyangkut
kepentingan bersama agar dapat dicari solusinya maka formulasi isu tersebut
menjadi kebijakan publik harus dilakukan, disusun dan disepakati menjadi suatu
kebijakan publik; hasilnya dapat menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, termasuk pula peraturan Bupati atau
Perturan Walikota maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hokum yang

harus diamati

Leo Agustino dalam bukunya Dasar Dasar Kebijakan Publik (2008:6)
membuat suatu kesimpulan dari beberapa karakteristik utama dari suatu definisi
kebijakan publik.

1. kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai
maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berbuah atau acak.

2. kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan
yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan terpisah
pisah.

3. kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh
pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi.

4. kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif
kebijakan melibatkan beberapa tindakan yang jelas dalam menangani
suatu pemasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan
suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan
atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut
keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

5. kebijakan public paling tidak secara positif, berdasarkan pada hukum dan
merupakan tindakan yang bersifat memerintah.
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Sedangkan menurut AG. Subarsono (2005:1) memberikan arti kebijakan
publik adalah :

“Kebijakan publik merupakan bagian dari studi ilmu administrasi Negara,
tetapi bersifat multidisipliner, karena banyak meminjam teori, metode, dan teknik
dari studi ilmu social, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologis”

Studi kebijakan publik mulai berkembang pada awal tahun 1970-an
terutama dengan terbitnya tulisan Harold D. Laswell tentang Policy Sciences.

Fokus utama studi ini adalah pada penyusunan agenda kebijakan, formulasi

kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Menurut Dwiyanto Indiahono (2009: 18) mendefinisikan kebijakan public
bahwa :

“Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktivitas yang
dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya.

Dengan membawa kebijakan publik ke ranah upaya pemecahan masalah publik
maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental”

Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan publik merupakan upaya
yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik, melalui
perencanaan manajemen yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke
depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta
menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai

organisasi.
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Menurut Edi Suharto (2012:61) mendefinisiksn Tujuan kebijakan publik
sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu
perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan
tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada
pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang

saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik
kesimpulan bahwa Kebijakan Publik adalah suatu aktifitas negara (dalam hal ini
pemerintah sebagai penyelenggara) yang bertujuan mengatasi masalah publik melalui
pola-pola tertentu sehingga terbentuk suatu kebijakan atau program untuk mencapai

suatu tujuan tertentu.

2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik

2.1.2.1 Pengertian Evaluasi Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan
publik, evaluasi adalah suatu cara untuk penilai apakah suatu kebijakan
atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai
definisi yang beragam, menurut Worthen dan Sanders (1979 : 1),

memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa :
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”Evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang
berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta
alternatif prosedur tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam
kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang.
Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah
yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula”

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan
kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh
mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan
dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166). Evaluasi
adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat

dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk
mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, dapat dimengerti apabila banyak
kalangan yang berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses jika dalam
pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk
mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, maka tahap terakhir dari proses kebijakan adalah melakukan evaluasi
kebijakan. Evaluasi kebijakan menekankan pada estimasi atau pengukuran dari
suatu kebijakan, termasuk juga materi, implementasi, pencapaian tujuan, dan
dampak dari kebijakan tersebut, bahkan evaluasi juga dapat digunakan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

suatu kebijakan, sehingga hasil pengkajian tersebut dapat digunakan sebagai
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bahan pengambilan keputusan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan,

diubah, diperkuat atau diakhiri (Anderson, 1997: 272).

Menurut Samodra Wibawa dkk (1994: 29), memberikan arti pada istilah
evaluasi bahwa :

“Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output
dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya, sekalipun
yang terakhir ini tidak di kesampingkan dar penelitian evaluatif. Dampak yang
diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah
telah menentukan atau memetakan dampak apa saja akan terjadi. Di antara
dampak-dampak yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan
ada yang tak diharapkan. Pada akhir implementasi kebijakan menilai pula

dampak-dampak yang tak terduga, yang di antaramya ada yang diharapkan dan
tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tak diinginkan”

Leo Agustino dalam bukunya Dasar Dasar Kebijakan Publik (2008:185)
menjelaskan bahwa bagian akhir dari suatu proses kebijakan yang dipandang
sebagai pola aktivitas yang berurutan adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi
kebijakan sebenarnya membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi, dan

tentu saja efek atau pengaruh dari kebijakan itu sendiri.

William Dunn dalam bukunya Public Policy (1994: 610) menyebutkan ada
6 indikator yang digunakan untuk mengukur kriteria evaluasi kebijakan yaitu
terdiri dari : efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan
ketepatan. Sehingga kalau diuraikan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Efektivitas : tingkat capaian hasil yang diinginkan
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2) Efisiensi : tingkat usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang
diinginkan

3) Kecukupan : tingkat capaian hasil dapat memecahkan persoalan.

4) Pemerataan : tingkat pemerataan distribusi biaya dan manfaat pada
kelompok masyarakat yang berbeda

5) Responsivitas :  tingkat capaian  hasil  kebijakan  dapat
memuaskan preferensi/nilai kelompok

6) Ketepatan : tingkat capaian hasil bermanfaat

Penjelasan lebih rinci dikemukakan oleh William. N. Dunn dalam
Dwidjowijoto (2006: 163-164) sebagai berikut :

Evaluasi semu (pseudo evaluation) adalah evaluasi yang menggunakan metode
deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid mengenai hasil kebijakan
tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil
kebijakan. Asumsi utamanya adalah bahwa ukuran tentang manfaat dan nilai
merupakan suatu yang dapat terbukti dengan sendirinya.

Evaluasi formal (formal evaluation) juga menggunakan metode deskriptif
dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang valid dan terpercaya mengenai
hasil suatu kebijakan. Asumsi utamanya adalah tujuan, dan target yang
diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai
kebijakan program.

Evaluasi keputusan teoritis(decision theoretic evaluation) menggunakan metode
deskriptif juga untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan

dan valid menangani hasil-hasil kebijakan yang secara ekplisit dinilai dari pelaku
kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan
merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur sejauhmana suatu kebijakan
dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini
didasarkan pada tercapainya indikator-indikator pelaksanaan kebijakan, yang
dapat diukur dari sisi efisiensi, efektivitas, maupun outcome kebijakan.

Menurut James Anderson dalam Winarno (2008 : 229)
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Evaluasi kebijakan dibagi dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang
diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi,
sebagai berikut:

1. Tipe pertama
Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi
kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan
dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu
sendiri.

2. Tipe kedua
Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya
kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih
membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam
melaksanakan program.

3. Tipe ketiga
Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara
obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur

dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang
telah dinyatakan tersebut tercapai.

2.1.2.2 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya
suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik

tersebut.

2.1.2.2.1 Kriteria Evaluasi Menurut William N. Dunn

Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat Kriteria

evaluasi menurut Willian N. Dunn sebagai berikut :
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2.1.2.2.1 Efektifitas

“Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif
mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya
tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu di
ukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2013:429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata
dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi
masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kegiatan kebijakn
tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan public hasilnya tidak

langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada
efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara input dan output. Ukuran
daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya pencipta hubungan
kerja yang kondusif dan intensif yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas

adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

2.1.2.2.2 Efisiensi

Efektivitas dan efiseinsi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara
tentang efisiensi, kita membayangkan hal penggunaan sumber daya Kita
secaraoptimum untuk mencapai suau tujuan. Adapun menurut William N. Dunn

(2013:430) berpendapat bahwa :
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“Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari
rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha,
yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya
ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan
yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi”

2.1.2.2.3 Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan public dapat dikatakan tujuan yang telah
dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn
(2013:430) berpendapat bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suati
tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang
menumbuhkan adanya masalah. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau
memprediksi seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan,

nilai atau kesempatan dalam meyelesaikan masalah yang terjadi.

Dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara
alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan
empat tipe masalah menurut Dunn (2013:430-431), yaitu :

1) Masalah Tipe I. masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan

efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah
memaksimalkan efektivitas pada batasrisorsis yang tersedia.
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2) Masalah Tipe Il. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivas yang
sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya
adalah untuk meminimalkan biaya.

3) Maslah Tipe Ill. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan
efektivitas yang berubah dari kebijakan.

4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama
dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini bisa
dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternative
kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu
pun.

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu
kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu
tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan
disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan
dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau

menyalahi aturan atau teknis pelasanaannya yang benar.

2.1.2.2.4 Perataan

Perataan dalam kebijakan public dapat dikatakan mempunyai arti dengan
keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan pubik. William N. Dunn
(2013:434) mengemukakan bahwa indikator ini erat berhubungan dengan
rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara
kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang
berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit

pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil
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didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistibusikan pendapatan,
kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan
atas dasar criteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi
yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis

sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial
yang diputuskan dapat dicari melalui beberapa cara yang diajukan oleh Dunn

(2013:435-436) yaitu :

1) Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha
untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara imultan.

2) Melindungi kesejahteraan minimum. Analisis mengupayakan
peningktan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama
melindungi posisi orang yang dirugikan.

3) Memaksimalkan  kesejahteraan  bersih.  Disini  analisis
mengasumsikan perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk
mengganti bagian yang hilang.

4) Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Analisis berusaha
memaksimalkan manfaat redistributive untuk kelompok-keompok
yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasialtertekan, miskin
atau sakit.

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sector dan
dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama enikmati hasil kebijakan. Karena
pelayanan public merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam
memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan public sendiri menghasilkan jasa publik
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2.1.2.2.5 Reponsivitas

Responsivitas dalam kebijakan public dapat diartika sebagai respon dari
uatu aktivitas. Menurut William N. Dunn (2013:437) menyatakan bahwa
responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan
kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Kriteria
responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua
kriteria lainnya — efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan — masih gagal jika
belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan

dari adanya suatu kebijakan.

2.1.2.2.6 Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada
kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. William N. Dunn (2013:499)

menyatakan bahwa :

“kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas
substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan
dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.
Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada
kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut”
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Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya
(bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik

dampak tak terduga secara positif maupun negatife.

2.1.3 Pengertian Taman Nasional

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai
ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan
rekreasi alam. Taman Nasional menurut pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada ayat
14, diartikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli,
dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi

(Pristiyanto, 2005).

Kriteria Penetapan Kawasan Taman Nasional (TN) adalah sebagai berikut:

1) Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk
menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami

2) Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis
tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang
masih utuh dan alami.

3) Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh.

4) Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan
sebagai pariwisata alam.

5) Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam Zona Inti, Zona
Pemanfaatan, Zona Rimba dan Zona lain yang karena pertimbangan
kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar
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kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona
tersendiri.

Pengelolaan taman nasional telah bergeser dari hanya terfokus pada stok
sumberdaya alam hayati dan spesies terancam punah menuju kepada pengelolaan
yang lebih menyeluruh, termasuk upaya pengelolaan kolaborasi dan
memperhatikan pembangunan ekonomi masyarakat local. Hal ini didorong oleh
kenyataan bahwa 42% dari kawasan konservasi di dunia berada di Negara
berkembang (KLHK 2015:3) dimana pengelola dihadapkan oleh banyak
persoalan, antara lain keterbatasan dana, rendahnya pemasukan dari kegiatan
pariwisata, tidak adanya manfaat ekonomi langsung (tangible benefits) maupun
sikap yang tidak mendukung dari masyarakat local (hostile neighbours).
Meskipun persoalan ini bukan monopoli Negara berkembang, tetapi kebutuhan
agar tamannasional dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat local
lebih besar di Negara berkembang. Di lain pihak, kawasan konservasi merupakan
satu-satunya alat penting yang dapat memastikan daya hidup (survival)
kebanyakan spesies dalam jang kapanjang. Oleh karena itu, pengelolaan taman
nasional di Negara berkembang seharusnya menjangkau keluar batas kawasan dan
menunjukkan adanya keterkaitan dan sinergi dengan pembangunan dimana
kawasan tersebut berada.

2.1.3.1 Taman Nasional Ujung Kulon
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Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan, konservasi yang
terletak di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, harus dikelola berdasarkan
rencana pengelolaan untuk menjamin kelestarian fungsi kawasan sekaligus
mengoptimalkan fungsi pemanfaatan lestari dalam meningkatkan kesejahteraan,
khususnya masyarakat di daerah penyangga taan nasional. Taman Nasioal Ujung
Kulon sudah sejak lama dikenal sebagai kawasan konservasi bahkan jauh sebelum
Indonesia merdeka. Taman Nasional Ujung Kulon menjadi salah satu kawasan
konservasi yang pertama dideklarasikan oleh pemerintah Indonesia sebagai
kawasan yang dikelola dengan sistem pengelolaan taman nasional pada tahun
1980. Sebagai habitat populasi terakhir badak jawa (Rhinoceros Sondaicus
Desmarest, 1822) yang ada di bumi, kawasan pelestarian alam Taman Nasional
Ujung Kulon memegang peranan yang sangat penting dalam mempertahankan
satwa langka tersebut dari ancaman kepunahan. Dengan kondisi tersebut, fokus
utama pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon adalah bagaimana menjamin
kelestarian badak jawa dan semua ekosistem pendukungnya agar tetap berfungsi
sebagai sebuah keseimbangan ekologis, ekonomi dan sosial yang mampu
berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Taman nasional Ujung Kulon secara administrative terletak di
Kecamatan Sumur dan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Propinsi BANTEN.
Secara geografis Taman Nasional Ujung Kulon terletak antara 102°02°32” -

105°37°37” BT dan 06°30°43” - 06°52°17” LS.
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Berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 3658/Menhut
VII/KUH/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman
Nasional Ujung Kulon dinyatakan bahwa kawasan TNUK terdiri dari wilayah
daratan (terestrial) dan wilayah perairan laut. Secara keseluruhan, luas kawasan
TNUK adalah 105.699,46 ha meliputi 61.357,46 ha daratandan 44.337 ha perairan
laut.

Berdasarkan penetapan Ujung Kulon sebagai taman nasional yang
tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 284/Kpts-11/1992, dan
alasan penetapan sebagai warisan dunia di dalam surat Komisi Warisan Dunia
UNESCO No. SC/Eco/5867.2.409 tahun 1992, Ujung Kulon mempunyai
sumberdaya yang bernilai penting yang tidak dimiliki oleh kawasan lain. Untuk
itu pengelolaan TNUK harus diarahkan untuk ‘mewujudkan Ujung Kulon lestari
dan bermanfaat bagi bermasyarakat sekitar kawasan’. Slogan Taman Nasional
Ujung Kulon, “Masyarakat Ngejo, Leweung Hejo”.

2.1.3.2 Kemitraan Konservasi

Kerjasama kemitraan dalam kegiatan pengelolaan menjadi salah satu
solusi terhadap keterbatasan Balai Taman Nasional Ujung Kulon dalam kegiatan
pengelolaan taman nasional. Berdasarkan hal tersebut Balai Taman Nasional

Ujung Kulon melibatkan peran serta masyarakat untuk berperan aktif dalam
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pengelolaan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon melalui program kerjasama
kemitraan.

Peraturan Menteri LHK No. P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang
Perhutanan Sosial, yang didalamnya mengatur pemberian akses kepada
masyarakat sekitar, untuk kawasan konservasi dalam bentuk kemitraan kehutanan.
Masyarakat penggarap yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi
peserta kemitraan kehutanan konservasi sebagai bentuk kerja sama pemberdayaan
masyarakat di kawasan konservasi disebut sebagai mitra konservasi. Meski dalam
P.83 tahun 2016 pengaturan teknis kemitraan kehutanan dalam kawasan
konservasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal yang
membidangi, dalam hal ini Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan
Ekosistem, Balai TN. Ujung Kulon mencoba menginisiasi program tersebut
dengan nama “Kemitraan Konservasi” sembari berkomunikasi intensif dengan
Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Sasaran dalam
kegiatan ini adalah masyarakat yang menggarap di dalam kawasan hutan TN.
Ujung Kulon, khususnya zona tradisional, dalam bentuk kebun, ladang dan sawah,
yang bertempat tinggal di sekitar kawasan TN. Ujung Kulon, menggunakan lahan
garapan tersebut sebagai mata pencaharian pokon dan bergantung pada lahan
garapan tersebut. Masyarakat penggarap ini kemudian akan disebut sebagai

anggota Kelompok Tani Konservasi (KTK)
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Dalam kemitraan konservasi terdapat 2 (dua) tahapan yaitu pertama,
proses menyepakati penyelesaian konflik lahan garapan didalam kawasan TN.
Ujung Kulon antara Balai TN. Ujung Kulon dengan masyarakat penggarap yang
kemudian dituangkan dalam MoU Penyelesaian Konflik Lahan Garapan di Dalam
Kawasan TN. Ujung Kulon. Setelah kesepakatan penyelesaian konflik tercapai
baru dilanjutkan ke tahap kedua yaitu Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)
Kemitraan Konservasi di TN. Ujung Kulon berupa pemberian akses pemanfaatan
sumberdaya alam di zona tradisional, rehabilitasi dan zona pemanfaatan. Skema
kemitraan konservasi ini mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat,
khususnya para penggarap dan pemukim dalam kawasan.

Melalui kegiatan Pendataan Kelompok Penggarap Lahan Di Zona
Tradisional, telah dilakukan pedataan lahan garapan meliputi sawah dan kebun di
dalam kawasan, khususnya di SPTN Il Sumur. Pendataan dilakukan bersama-
sama antara petugas Balai TN. Ujung Kulon dengan para penggarap. Pada tahun
2017 data lahan garapan di dalam kawasan TN. Ujung kulon telah terdata kurang
lebih 1.117 Ha lahan garapan kebun dan sawah di dalam kawasan yang siap untuk
berpartisipasi dalam kemitraan konservasi.

Untuk memudahkan dalam koordinasi dan administrasi, maka satuan
terkecil dalam kemitraan konservasi adalah kelompok para penggarap berdasarkan
wilayah kerja resort. Masing-masing penggarap membentuk kelompok

berdasarkan letak lahan garapan sawah dan kebunnya. Dalam pengelolaan



36

kawasan TN. Ujung Kulon, namun pada tahun 2017 terdapat 6 Resort yang
langsung berbatasan dengan desa. Nama resort inilah yang kemudian digunakan
sebagai nama kelompok masyarakat penggarap lahan garapan di dalam kawasan
TN.

Meski Balai TN. Ujung Kulon telah mencoba menawarkan solusi atas
konflik lahan garapan di dalam kawasan, tetapi masih ada beberapa penggarap
yang tidak mau menerima skema kemitraan konservasi tersebut. Tercatat bahwa
sampai dengan proses penandatanganan MoU dan NKK dilakukan masih ada
penggarap yang belum bergabung dengan kelompok tani konservasi, sehingga

proses pengumpulan dan verifikasi data lahan garapan masih tetap dilanjutkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti
sebelumnya, yang serupa dan memiliki tujuan yang sama dengan yang dinyatakan
dalam judul penelitian. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai alat bantu
dalam menyusun kerangka berfikir dan memperkuat hipotesis penelitian. Pada

penelitsian ini, peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu, yaitu :

1. Penelitian Skripsi dengan judul Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan
Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon yang dibuat oleh Vito

Septiadi Sururi dari lImu Administrasi Negara FISIP Untirta tahun
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2013. Penelitan ini Dbertujuan untuk mengetahui sejauh mana
pemberdayaan masyarakat di kawasan penyangga Taman Nasional
Ujung Kulon yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang,
Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan LSM. Persamaan penelitian
terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada
kesamaan lokasi penelitian dengan metode penelitian yang
menggunakan metode Kualitatif.

Penelitian Skripsi degan judul Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman
Beralkohol di Kota Tangerang (Studi Kasus di Kecamatan Neglasari)
yang dibuat oleh Noel Ricky Rinaldo dari Ilmu Aministrasi Negara
FISIP Untirta Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7
Tahun 2005 tentag Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman
Beralkohol di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Persamaan
penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
terletak pada kawasan teori dan metode yang digunakan yatu teori

Evaluasi William N. Dunn.
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2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangk berfikir ialah penjelasan sementara terhadap gejalayang menjadi
objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjaukan pustaka
dan hasil penelitian yang relevan. Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir
peneliti dalam menjelaskan peneliti, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai

berikut :

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai parameter untuk
mengevaluasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kuon adalah kriteria
Evaluasi Menurut William N. Dunn yang memiliki enam indicator, yaitu 1)
Efektifitas 2) Efisiensi 3) kecukupan 4) Perataan 5) Responsivitas dan 6)

Ketepatan.
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Gambar 2.3

Bagan Kerangka Berfikir

Masalah/Input :
1) Adanya lahan garapan di dalam kawasan Taman Nasional Ujung
Kulon yang di garap oleh masyarakat
2) Belum adanya batas fisik di wilayah perairan laut Taman Nasional

Ujung Kulon
3) Zonasi belum berfungsi secara optimal di Taman Nasional Ujung
Kulon
Proses :
/ “Evaluasi Kebijakan \ ]
Untuk menangani masalah
Pengelolaan Taman Nasional ini, peneliti - menggunakan
/1 Teori  William N. Dunn
Ujung Kulon di Kabupaten (2003:610) mengenali
Evaluasi :
Pandeglang”. 1. Efektifitas

K / (Effectiveness)

2. Efisiensi (Efficiency)

3. Kecukupan
(Adequancy)

4. Kesamaan (Equity)

5. Ketanggapan
(Responsiveness)

OUTPUT : Diharapkan kebijakan Kemitraan Konservasi Taman Nasional
Ujung Kulon dapat berjalan optimal dan dapat lebih produktif
dalam penanganan permasalahan lahan garapan dan penilaian.
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Asumsi Dasar

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan kemitraan
konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Adapun konsep evaluasi kebijakan
mengacu pada pendapat James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) yaitu pada
tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin
melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan pengelolaan Taman Nasional Ujung
Kulon, melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk
mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan

yang telah dinyatakan tersebut tercapai mengacu pada visi dan misi Balai TNUK.
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BAB 111

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Metode penelitian ilmiah adalah suatu cara yang logis, sistematis, objektif,
untuk menemukan kebenaran secara keilmuan. Metode penelitian pada dasarnya
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu
diperhatikan yitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti
kegiatan penelitian itu didasarkanpada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris,
dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara
yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti
cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang
lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis
artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-

langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono 2012:2).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui
pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka,
melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan,

dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari
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penelitian kualititaif ini adalah ingin menggambarkan realitas empirik dibalik
instrumen secara mendalam, rinci dan tuntas. Dimana peneliti bermaksud
mengumpulkan data, dan mengevaluasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional

Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang.

3.2  Fokus Penelitian
Dengan memperhatikan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan
sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah Evaluasi Kemitraan Konservasi
Kebijakan pengelolaan di Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten

Pandeglang.

3.3 Lokasi Penelitian
Penelitian di lakukan di kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan di

beberapa desa/ kampung sekitar kawasan TNUK.

3.4 Fenomena yang diamati

3.4.1 Definisi Konsep

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah mengenai Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang.
Konsep evaluasi kebijakan dalam proses kebijaan sangatlah penting. Evaluasi
kebijakan dapat dilakukan saat perumusan sampai dengan hasil. Dalam

melakukan suatu pengelolaan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)
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perlu adanya satu pemahaman antara lembaga-lembaga serta masyarakat sekitar
dalam melakukan pengelolaan kawasan TNUK agar proses pengelolaan pun
menjadi lebih baik lagi.

Ada pun definisi mengenai evaluasi program atau evaluasi kebijakan dari
beberapa ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah
suatu tahapan dalam kebijakan public yang di dalamnya terangkai satuan untuk
mengukur pencapaian dari suatu keberhasilan maupun kegagalan dari kebijakan
yang dibuat. Hasil dari penelitian tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan
maupun target yang menjadi sasaran dan dapatkah hasil tersebut memberikan

sejumlah manfaat.

3.4.2 Definisi Operasional

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa fenomena yang akan diamati
dalam penelitian ini adalah mengenai Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Taman
Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang. Beberapa hal penting mengenai
fenomena yang akan diamati tersebut akan peneliti nilai dengan menggunakan

teori model evaluasi William N. Dunn.

Menurut Dunn (Dunn 2013 : 429) ada 6 (enam) poin yang menjadi kriteria

dalam evaluasi Dunn yaitu :



44

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif
mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari
diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas
teknis, selalu di ukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya

2. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan
sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara
efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk
atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya
terkecil dinamakan efisiensi

3. kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suati tingkat efektifitas
memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya
masalah. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih
berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi
seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau
kesempatan dalam meyelesaikan masalah yang terjadi.

4. Perataan bahwa indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal
dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara
kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang

berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya,
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unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter)
secara adil didistribusikan.

5. responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat
memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok- kelompok
masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis
yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya — efektifitas, efisensi,
kecukupan, kesamaan — masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan
actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu
kebijakan.

6. ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive,
karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan
satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.
Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan

kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang. .Seiring
dengan dinamika peraturan dan perundangan tentang pengelolaan kawasan
konservasi Evaluasi Kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam

melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan. Dengan adanya Evaluasi
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kebijakan ini mampu membantu Rencana Pengelolaan Taman Nasional Ujung
Kulon untuk Periode Tahun selanjutnya.
3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Taman
Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang yang menjadi instrument utama
penelitian adalah peneliti sendiri. Menurut Sugiyono dalam bukunya Metode
Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D hal 199, menjelaskan bahwa instrument
peneltian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau
sosial yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument
penelitian adalah peneliti sendiri. Nasution dalam Sugiyono (2005:60), Metode
Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D menyatakan, bahwa dalam penelitian
kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument
peneliti utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunya
bentuk yang pasti. Masalah, focus penelitian, bahn hasil yang diharapkan, itu
semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala
sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu dalam keadaaan yang
serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu
sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, dalam penelitian

pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan belum pasti, maka yang
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menjadi instrument adalah peneliti itu sendiri. Tetapi, setelah masalah yang akan

dipelajari itu jelas, maka dapat dikembangkan satu instrument.

3.6 Informan Penelitian

Sugiyono (2012:553) dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel
sumber data berkaitan dengan siaa yang hendak dijadikan informan dalam
penelitian. Teknik pengambilan sumber data yang sering digunakan pada
penelitian kualitatif adalah purposive dan snowball adalah teknik pengambilan
informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam menentukan data
yang akurat, maka peneliti memilih informan dengan teknik purposive atau dipilih
secara sengaja, dimana peneliti sudah menentukan siapa saja yang akan
diwawancarai dengan pertimbangan tertentu. Dimana informan tersebut peneliti
anggap sebagai pihak-pihak yang paling mengetahui situasi dan kondisi objek
penelitian. Dalam hal ini yang dijadikan informan oleh peneliti, antara lain

sebagai berikut :



Tabel 3.1

Informan Penelitian
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No. | Informan Penelitian | keterangan Peran dan Fungsi Kode

1. Kepala Balai Taman Key Memberikan dukungan Ih
Nasional Ujung Kulon Inf substantif/materi,

di Kabupaten ntorman .

Pandeglang memberikan  pandangan,
pendapat dalam
penyusunan kebijakan
pengelolaan kemitraan
konservasi, dan melakukan
pemantauan dan penelitian
kegiatan pengelolaan
kawasan TNUK.

2. | Kepala Seksi Wilayah Key Memberikan  pandangan, I,
Resgrt I-_III Taman i pendapat dalam
Nasional Ujung Kulon nrorman _

melaksanakan kegiatan
kemitraan konservasi  di
TNUK.

3. | Urusan Kerjasama, Key Melaksanakan fungsi I3
Kemitraan & pelayanan  dan  fungsi
Kehumasan (K3) Informan

pendukung dalam
pengelolaan kawasan

TNUK.
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4. | Kelompok Tani | Secondary | Melakukan kebijakan Is
Konservasi (KTK) kemitraan konservasi dalam
Informan
pengelolaan kawasan
TNUK.
5. | Masyarakat di kawasan | Secondary | Sebagai pemantau ls
Taman Nasinal Ujung kebijakan yang telah dibuat
Kulon Informan
oleh Pemerintah,

merasakan dampak dari

adanya Kebijakan
pengelolaan kawasan
TNUK.

(Sumber: Peneliti 2018)

3.7  Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
peneltitian, karena tujuan utama dari penelitian dalah mendapatkan data. Pertama
peneliti mengumpulkan informasi kebijakan kebijakan yang dibuat oleh Balai
TNUK baik dengan cara wawancara ataupun dari sumber buku di perpustakaan.
Kemudian peneliti melakukan observasi langsung ke kawasan sekitar TNUK
untuk wawancara kepada masyarakat sekitar.Tanpa mengetahui teknik

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi
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standar data yang ditetapkan, oleh karena itu teknik pengumpulan data dalam
peneliti ini sebagai berikut :
1. Pengamatan atau Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan
sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini,
peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap obyek-obyek yang diteliti,
kemudian dari pengamatan tersebut melakukan pencatatan-pencatatan data-data
yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian. Metode pengumpulan
data dengan menggunakan observasi dan pengamatan langsung adalah suatu
metode pengumpulan data dengan melihat secara langsung dengan menggunakan
indera mata tanpa menggunakan alat bantu lainnya. Sehubungan dengan itu Hadi
dalam Moleong (2006:32) mengartikan observasi sebagai pengamatan dan
pencatatan secara sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidikinya.
Pada penggunaan metode observasi dalam penelitian ini ditekankan pada

partisipasi masyarakat yang meliputi indikator-indikator yang telah ditentukan.

2. Wawancara
Esterbeg yang dikutip Sugiyono (2012:231-234) mendefinisikan
wawancara (interview) adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna
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dalam suatu topik tertentu. Esterberg mengemukakan beberapa wawancara, yaitu

wawancara terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur.

1)

2)

3)

Wawancara terstruktur (Structured interview)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila
peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang
informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan
wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian
berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun
telah disiapkan, dengan wawancara terstruktur ini setiap informan
diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.
Wawancara semi terstruktur

Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana
dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara
terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan
permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara
diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti
perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh
informan.

Wawancara tidak terstruktur.
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Merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap
untuk pengmpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dengan demikian peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dalam
penelitian ini yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional
Uujung Kulon di Kabupaten Pandeglang.Peneliti membuat pedoman wawancara
sebagai acuan wawancara peneliti terhadap sasaran informan peneliti. pedoman
wawancara menjamin bahwa peneliti mengumpulkan jenis data yang sama dari para
partisipan. Peneliti dapat menghemat waktu dengan membuat terlebih dahulu kisi-kisi

pertanyaan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara

No Indikator Pertanyaan Informan

1. | Efektivitas 1. Pencapaian target pengelolaan 101 0o 1514 15
kawasan mengenai kebijakan
kemitraan konservasi guna

melakukan penanganan? 2 I, 12,15 L
2. Bentuk pelaksanaan
kebijakan (dukungan sdm, 3.1g 15, 13 14, 15
finansial) ?
3. Perkembangan tujuan kebijakan
4.1 15 13

mencakup kendala yang ada ?
4. Peran serta masyarakat dalam




penyelenggaraan kebijakan ?

2. | Efisiensi 1. Ketepatan waktu pelaksanaan 1011 13
kebijakan 2.
Kecepatan dalam menjalankan 2.1, 12, 13, 1,15
kebijakan sesuai target perencanaan
dan manfaat yang dihasilkan

3. Anggaran biaya yang digunakan
dalam pelaksanaan kebijakan

3,13 1 15

3. | Kecukupan 1. Kebijakan mampu 101 0o 1514 15
mengendalikan dan memenuhi
kebutuhan atas penanganan 2. 11,12, 13 1,15
kemitraan kepada masyarakat yang
membuat lahan garapan di sekitar
kawasan TNUK 2.
Kecukupan pengawasan kebijakan

4. | Perataan 1. Perataan kebijakanyang 114,15, 13
dihasilkan oleh pihak swasta atau
pemerintah daerah 2. |21l 13 1als
Perataan manfaat kebijakan

5. | Responsivitas | 1. Tanggapan terkait proses (0 E P P VA 1
pelaksanaan kebijakan 2
interaksi sosial dari masyarakat 21415
dengan adanya kebijakan yang
dibuat? 3.
kepuasan sasaran terhadap
pelaksanaan kebijakan ?

3.1 1 15

6. | Ketepatan 1. Ketepatan antara tujuan dan | 1.1 15 I3 14 15
manfaat

Sumber (Diolah Oleh Peneliti:2017)
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3. Study Kepustakaan
Istilah studi kepustakaan digunakan dalam ragam istilah oleh para ahli,
diantaranya yang dikenal adalah; kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis,
dan tinjauan teoritis. Penggunaan istilah-istilah tersebut, pada dasarnya merujuk
pada upaya umum yang harus dilalui untuk mendapatkan teori-teori yang relevan
dengan topic penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum
seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, analisis
dokumen ang memuat informasi yang berkaitan dengan topic penelitian. Dalam
hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan melalui hasil penelitian sejenis yang
pernah dilakukan, buku-buku, maupun artikel atau yang memuat konsep atau teori
yang dibutuhkan terkait dengan penelitian.
4. Studi Dokumentasi
Jika data-data berupa catatan saat observasi maupun wawancara disebut
sebagai data primer, maka data-data dokumentasi dapat disebut data sekunder.
Namun data sekunder berupa sumber tertulis seperti buku, jurnal, bulletin, tesis,
disertasi, buku riwayat hidup (biografi), surat kabar, buku terbitan pemerintah,
dokumen Negara berupa peraturan-peraturan kebijakan, dokumen pribadi seperti
catatan harian, gambar berupa foto koleksi pribadi, koleksi Negara, maupun data
statistik yang dihasilkan lembaga berwenang juga memiliki posisi yang penting

dalam penelitian kualitatif. Data-data dokumentasi tersebut dapat menjadi alat
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penjelas dan konfirmasi atas data-data yang didapat dari hasil observasi maupun

wawancara. (Fuad, 2012:24).

3.7.2 Teknik Analisis Data
Penelitian kualitatif tidak mempunyai perangkat metode yang berbeda
yang murni miliknya. Para peneliti kualitatif memanfaatkan semiotika, analisis

naratif, isi, wacana, arsip, dan fenomis, bahkan statistika sekalipun.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan
data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang
sudah diwawancarai. Bila jawaban yang sudah diwawancarai setelah dianalisis

terasa belum

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. (Sugiyono, 2012:246)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang dijelaskan

oleh Irawan (2006 : 52) yaitu seperti diagram di bawah ini :
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Gambar 3.2

Diagram Teknik Analisis Data Menurut Irawan

Pengumpulan Data Mentah | — | Transkrip Data

Kategorisasi Data |<«—— | Pembuatan Koding

Penyimpulan Sementara | __, | Triangulasi -

Penyimpulan Akhir

Berdasarkan diagram diatas maka proses analisis data dapat dijelaskan
seperti di bawah ini :

1. Pengumpulan Data Mentah
Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah, misalnya
melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka, pada tahap ini
menggunakan alat-alat yang diperlukan seperti tape recorder, kamera, dan
lain-lain.

2. Transkrip data
Pada tahap ini peneliti mengubah catatan-catatan yang diperoleh baik dari
proses wawancara, observasi maupun kajian pustaka ke dalam bentuk

tulisan (ke dalam bentuk ketikan).
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3. Pembuatan koding
Pada bagian ini peneliti membaca ulang seluruh data (hasil wawancara,
observasi atau dokumen-dokumen) yang sudah ditranskrip. Pada bagian-
bagian tertentu dari transkrip itu penulis akan menemukan hal-hal penting
yang perlu dicatat untuk proses berikutnya. Dari hal-hal penting ini
diambil kata kuncinya, dan kata kunci ini yang nantinya akan diberikan
kode.

4. Kategorisasi Data
Pada tahap ini penulis mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat
konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam suatu besaran yang dinamakan
kategori sebuah kategori.

5. Penyimpulan sementara
Dalam tahap ini mengumpulkan data hasil dari teknik analisis yang
sistematis seperti di atas, kemudian membuat kesimpulan sementara
tentang proses penelitian ini.

6. Triangulasi
Pada tahap ini penulis melakukan check and re-check antara satu sumber
data yang di peroleh dari lapangan dengan sumber data yang lain karena

beberapa kemungkinan bisa terjadi.
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7. Penyimpulan akhir

Penyimpulan akhir di lakukan karena penulis sudah merasa bahwa data

yang di peroleh oleh peneliti sudah jenuh dan setiap data baru yang di

peroleh maka akan timbul ketumpangtindihan dalam data tersebut.

3.7.3 Pengujian Keabsahan Data

Dalam uji keabsahan data bahwa setiap keadaan harus memenuhi 3 hal,
yaitu: (1) mendemonstrasikan nilai yang benar, (2) menyediakan dasar agar hal
itu dapat diterapkan, dan (3) memperbolehkan keputusan yang dapat dibuat
tentang konsistensinya dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan
keputusan-keputusannya (Moleong, 2006 : 320). Untuk menguji keabsahan data,
dapat dilakukan dengan tujuh tekhnik, yaitu perpanjangan keikutsertaan,
ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial,
kajian kasus negatif, pengecekan anggota (member check). Pada penelitian ini,
peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan tekhnik triangulasi dan

pengecekan anggota (member check).
3.7.4 Triangulasi

Moleong (2006 : 330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan tekhnik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin

(Prastowo, 2011 : 269) membedakan tekhnik ini menjadi 5 macam yaitu :
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1. Triangulasi sumber yaitu suatu tekhnis pengecekan kredibilitas data yang
dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa
sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan
mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Triangulasi tekhnik yaitu suatu tekhnik pengecekan kredibilitas dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tekhnik
yang berbeda.

3. Triangulasi waktu yaitu suatu tekhnik pengecekan kredibilitas dilakukan
dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau
tekhnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

4. Triangulasi penyidik, suatu tekhnik pengecekan kredibilitas dilakukan
dengan cara memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat
kepercayaan data.

5. Triangulasi teori, suatu tekhnik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan
cara menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan
penelitian.

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan tekhnik triangulasi

sumber.
3.7.5. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang kita peroleh kepada
pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang kita peroleh
sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang kita temukan
itu disepakati oleh pemberi data, sehingga data tersebut valid maka semakin
kredibel (dapat dipercaya). Namun sebaliknya, jika pemberi data tidak
menyepakatinya, kita harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa

yang diberikan oleh pemberi data. Setelah disepakati, pemberi data kita minta
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untuk menandatangani supaya lebih autentik. Selain itu langkah tersebut juga

dapat menjadi bukti bahwa kita telah melakukan member chek.

3.8. Jadwal Penelitian

Penelitian Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Taman Naional Ujung Kulon
di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Adapun waktu pelaksanaan penelitian

ditunjukkan pada tabel beriku :



Tabel 3.3
Jadwal Penelitian
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Waktu Penelitian

No. Kegiatan Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun Juli
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
1 Pengajuan Judul
2 Observasi Awal
3 Penyusunan Proposal Skripsi
4. Bimbingan BAB | — BAB I
5. Seminar Proposal Skripsi
6. Revisi Proposal Skripsi
7 Pengumpulan Data di Lapangan
8. Reduksi Data dari Lapangan
9 Penyajian Data
10. Menarik Kesimpulan
11. Penyusunan Hasil Penelitian
Bimbingan BAB IV dan BAB
12. |y
13. Sidang Skripsi

Sumber: Peneliti, 2018




BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian
meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum wilayah
Taman Nasional Ujung Kulon, hal tersebut dijelaskan dibawah ini
4.1.1 Gambaran Umum Taman Nasional Ujung Kulon

Taman Nasional Ujung Kulon terletak di Ujung Barat Pulau Jawa. Secara
administrative pemerintahan, terletak di kecamatan Sumur dan kecamatan
Cimanggu kabupaten Pandeglang provinsi Banten. Secara geografis, Taman
Nasional Ujung Kulon terletak antara samudera Indonesia dan perairan selat
Sunda pada koordinat 06°30°43” - 06°52°17” Lintang Selatan 102°02°32” -
105°37°37” Bujur Timur.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 3658/Menhut
VII/KUH/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman
Nasional Ujung Kulon dinyatakan bahwa kawasan TNUK terdiri dari wilayah
daratan (terestrial) dan wilayah perairan laut. Secara keseluruhan, luas kawasan
TNUK adalah 105.699,46 ha meliputi 61.357,46 ha daratan dan 44.337 ha
perairan laut. Berdasarkan lokasinya, batas wilayah TNUK meliputi :

1. Sebelah barat dan utara, berbatasan dengan Selat Sunda dan Kecamatan

Sumur Kabupaten Pandeglang
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Teluk Selamat Datang dan kecamatan

Cimanggu Kabupaten Pandeglang

57
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3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

N

Gambar. 4.1 Peta Lokasi Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon
Aksebilitas

Aksebilitas menuju kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dapat dicapai
melalui beberapa jalur darat dan laut, yaitu sebagai berikut :
1. Jalur Darat

Jalur darat dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan umum Bis
jurusan Jakarta/Kalideres-Labuan atau Jakarta/Kp. Rambutan-Serang-Labuan,
kemudian perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan angkutan umum

minibus/elf jurusan Labuan-Sumur-Tamanjaya.

No. Rute Jarak | Waktu Keterangan

1. | Jakarta-Labuan |120 Km| 4-5 jam Menggunakan Bis Umum
“Asli/Murni” dari Terminal Kalideres

Jakarta
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2. | Labuan-Sumur [ 60 Km | 2jam Menggunakan Minibus/EIf dari
Terminal Labuan
3. Labuan- 90 Km | 3jam Menggunakan Minibus/EIf dari
Tamanjaya Terminal Labuan
2. Jalur Laut

Perjalanan menuju kawasan Taman Nasional Ujung Kulon melalui jalur

laut dapat dilakukan dengan menggunakan kapal sewaan (longboat atau slowboat)

yang biasa disewakan di Labuan/Carita, Sumur, maupun Tamanjaya.

No. Rute Jarak | Waktu Keterangan
1. Labuan/Carita-Tamanjaya 45Mil | 3-4 jam Longboat
1,5 jam Speedboat

2. Labuan/Carita-Pulau Peucang |80 Mil | 5-6 jam Longboat
2 jam Speedboat

3. | Labuan/Carita-Pulau Handeuleum [ 60 Mil | 4-5 jam Longboat
1,5 jam Speedboat

4. | Tamanjaya-Pulau Handeuleum | 8 Mil | 30 Menit Longboat
10 Menit Speedboat

5. Labuan/Carita-Pulau Panaitan | 80 Mil | 5-6 jam Longboat
2,5 jam Speedboat
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[ Kepala Balai

Taman Nasional Ujung Kulon II

Kepala Seksi
Pengelolaan
Taman Nasional
Wilayah |
P. Panaitan

Kepala Seksi
Pengelolaan
Taman Nasional
Wilayah Il
P. Handeuleum

Kepala Seksi
Pengelolaan
Taman Nasional
Wilayah Il
Sumur

Kelompok Pejabat
Fungsional
Penyuluh Kehutanan

Kelompok Pejabat
Fungsional

Kelompok Pejabat
Fungsional

Pengendali Ekosistem Hutan Polisi Kehutanan

ﬁ Kepala Sub Bagian

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Tata Usaha

Urusan Umum,
Perlengkapan dan
Rumah Tangga

Urusan
Kepegawaian
Urusan Perencanaan,
Keuangan dan
Kerjasama

Urusan Pemanfaatan,
Pelayanan dan Humas

Urusan Data, Evaluasi
dan Pelaporan

Urusan

Perlindungan

il

Deskripsi data penelitian merupakan gambaran secara umum hasil dari

observasi yang dilakukan peneliti selama proses penelitian berlangsung. Dalam

penelitian ini mengenai Evaluasi kebijakan pengelolaan taman nasional ujung

kulon di Kabupaten Pandeglang. Yang di gunakan peneliti dalam menganalisis

data yang dihasilkan data yang didapat selama proses penelitian berlangsung

adalah penelitian kualitatif sehingga data yang dihasilkan dan diperoleh bersifat

deskriptif berbentuk kata dan kalimat yang berasal dari hasil wawancara dengan

informan penelitian, hasil observasi di lapangan, catatan lapangan penelitian

hingga dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan selama



61

penelitian berlangsung. Proses pencarian dan pengumpulan data dilakukan secara
investigasi dimana peneliti melakukan wawancara kepada informan yang
berkaitan dengan masalah penelitan sehingga informan yang didapatkan sesuai
dengan apa yang diharapkan.

Data-data tersebut merupakan data yang berkaitan mengenai Evaluasi
kebijakan pengelolaan taman nasional ujung kulon di Kabupaten Pandeglang.
Data yang terkumpul nantinya akan di poses lebih lanjut oleh peneliti dengan
menganalisis hasil penelitian tersebut sehingga menghasilkan pemahaman baru
dari data yang telah didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan triangulasi atau
pengecekan data yang telah didapat melalui sumber dan teknik yang berbeda.

Disini peneliti melakukan berbagai kegiatan penelitian guna mengetahui
bagaimanakah Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon di
Kabupaten Pandeglang dan mengaitkannya dengan fakta dilapangan. Hal ini
dilakukan agar kita dapat mengetahui apakah hasil temuan-temuan peneliti
dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan memiliki keterkaitan
dengan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon di
Kabupaten Pandeglang.

4.2.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

Pada penelitian ini mengenai Evaluasi kebijakan pengelolaan taman
nasional ujung kulon di Kabupaten Pandeglang, peneliti memfokuskan diri untuk
melakukan penelitian pada Evaluasi kebijakan pengelolaan taman nasional ujung

kulon di Kabupaten Pandeglang.
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4.2.2 Daftar Informan Penelitian

Pada bab sebelumnya mengenai metodologi penelitian, peneliti telah
menjelaskan dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik
purposive. Adapun pihak-pihak yang peneliti tentukan merupakan orang-orang
yang menurut peneliti melikiki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini,
karena pihak tersbeut senantiasa dalam kegiatannya berurusan dengan
permaslahan penelitian terkait evaluasi kebijakan pengelolaan TNUK baik secara
langsung maupun tidak langsung, informan dalam penelitian ini adalah Stakholder
(semua pihak) yang terkait dan memiliki informasi mengenai kebijakan
pengelolaan lahan garapan di TNUK. Adapun informan yang terkait dalam
kegiatan tersebut adalah:

1. Dr. U. Mamat Rahmat, S.Hut.,MP., Kepala Balai Taman Nasional

Ujung Kulon
2. Husen, Kepala Seksi Wilayah Resort 1 Taman Nasional Ujung Kulon
3. Monika, S.Hut, Ketua Bidang Urusan Kerjasama, Kemitraan dan
Kehumasan

4. Mukri, Ketua KTK Resort Padali

5. Sutrawi, Ketua KTK Resort Kopi

6. Dede Rukman, Ketua KTK Resort Cibadak

7. Asep, Ketua KTK Resort Rancapinang

8. M. Taufik, Sekretaris Desa Rancapinang

9. Imam Anggoro, Wiraswasta

10. Huddan Zulkarnaen, Wiraswasta
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Informan di atas merupakaninforman utama dalam penelitian ini,
adapun data-data yang merupakan sebagai informasi pelengkap dari informasi
yang diberiikan informan. Setelah data terkumpul maka peneliti membuat
transkrip data dengan mengubah data-data hasil wawancara, observasi
maupun kajian pustaka ke dalam bentuk tulisan dan melakukan pengkodingan.
Kode Q menunjukkan pertanyaan wawancara penelitian, sedangkan kode |
menunjukkan informasi penelitian.
I, Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Rahmat
I, Kepala Seksi Wilayah Resort 1 Taman Nasional Ujung Kulon,
Husen

I3 Ketua Bidang Urusan Kerjasama Kemitraan dan Kehumasan Taman
Nasional Ujung Kulon, Monika

I, Ketua Kelompok Kemitraan Kelompok Tani Konservasi Resort
Padali, Mukri

I, Ketua Kelompok Kemitraan Kelompok Tani Konservasi Resort
Kopi, Sutrawi

I, Ketua Kelompok Kemitraan Kelompok Tani Konservasi Resort
Cibadak, Dedi Rukman

I, Ketua Kelompok Kemitraan Kelompok Tani Konservasi Resort
Rancapinang, Asep

I, Sekretaris Desa Rancapinang , M. Taufik

Is Masyarakat atau pelaku usaha Kecamatan Cimanggu daerah

penyangga di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Imam

Anggoro
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Is Masyarakat atau pelaku usaha Kecamatan Sumur daerah penyangga

di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Huddan Zulkarnaen

Setelah memberikan kodepada aspek tertentu yang berkaitan dengan
masalah penelitian sehingga polanya ditemukan, makannya dilakukan kategorisasi
berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian dilapangan dengan
membaca dan menelaah jawabn-jawaban tersebut. Analisa data yang akan
dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan beberapa
dimensi yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori
yang telah diuraikan sebelumnya.

Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan
adalah berupa catatan lapangan penelitian, seperti dokumen-dokumen yang
peneliti dapatkan dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon, bagian perangkat
urusaan kerjasama, kemitraan dan kehumasan, kelompok tani konservasi kawasan
Taman Nasional Ujung Kulon adalah informan peneliti.

Selanjutnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam
proses menganalis datanya pun peneliti melakukan analisa secara bersamaan.
Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Bahwa dalam proses
analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan model analisa Prasetya
Irawan (2006:5.27), beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Diantaranya ;

Pengumpulan Data mentah. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data
mentah misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka.

Pada tahap ini juga digunakan alat bantu yang diperlukan, seperti tape recorder,
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kamera dan lain-lain. Catatan hasil wawancara hanya data apa adanya (warbatim),
tidak dicantumkan dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti.

Transkip Data. Pada tahap ini peneliti mengubah catatan-catatan yang
diperoleh baik dari proses wawancara, observasi maupun kajian pustaka ke dalam

bentuk tulisan (ke dalam bentuk ketikan).

Pembuatan koding. Pada bagian ini peneliti membaca ulang seluruh data
(hasil wawancara, observasi atau dokumen-dokumen) yang sudah ditranskrip.
Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip itu penulis akan menemukan hal-hal
penting yang perlu dicatat untuk proses berikutnya. Dari hal-hal penting ini

diambil kata kuncinya, dan kata kunci ini yang nantinya akan diberikan kode.

Kategorisasi Data. Pada tahap ini penulis mulai menyederhanakan data
dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam suatu besaran yang

dinamakan kategori sebuah kategori.

Penyimpulan sementara. Dalam tahap ini mengumpulkan data hasil dari
teknik analisis yang sistematis seperti di atas, kemudian membuat kesimpulan

sementara tentang proses penelitian ini.

Triangulasi. Pada tahap ini penulis melakukan check and re-check antara
satu sumber data yang di peroleh dari lapangan dengan sumber data yang lain
karena beberapa kemungkinan bisa terjadi. Triangulasi dilakukan dengan 3 cara,

yaitu :

a. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama
dengan teknik yang berbeda. Bila dilakukan dengan teknik wawancara,

observasi dan dokumentasi.
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b. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama
melalui sumber yang berbeda. Dalam hal ini bisa dengan teknik informan
purposif atau snowball.

c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama
tetapi pada berbagai kesempatan misalnya, pada berbagai kesempatan

misalnya, pada waktu pagi, siang, atau sore hari.

Dengan triangulasi data tersebut, maka dapat diketahui apakah
informan/narasumber memberikan data yang sama atau tidak. Jika
informan/narasumber memberikan data yang berbeda maka berati datanya belum
valid. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan triangulasi

sumber dan teknik.

Penyimpulan akghir. Kesimpulan akhir diambil ketika peneliti sudah
merasa bahwa data peneliti sudah jenuh (saturated) dan setiap penambahan data

hanya berarti ketumpang tindihan (redundant):

Tabel 4.1
Daftar Informan Penelitian
No. Instansi Informan Kode Peran dan
Informan Fungsi
1 | Balai Taman Nasional Ujung | Kepala Balai Taman | 1, Memberikan dukungan
Kulon Nasional Ujung Kulon substantif/materi, memberikan
pandangan, pendapat

kemitraan konservasi,

melakukan pemantauan

penyusunan kebijakan pengelolaan

penelitian  kegiatan pengelolaan
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kawasan TNUK.
2 | Balai Taman Nasional Ujung | Kepala Seksi Resort 1|1, Memberikan pandangan, pendapat
Kulon Taman Nasional  Ujung dalam melaksanakan kegiatan
kemitraan konservasi di TNUK.
Kulon
3 | Balai Taman Nasional Ujung | Ketua Urusan Kerjasama, | 13 Melaksanakan fungsi pelayanan
Kulon Kemitraan & Kehumasan dan fungsi pendukung dalam
(K3) pengelolaan kawasan TNUK.
4 | Kelompok Tani Konservasi Ketua KTK Resort Kopi Iy Melakukan kebijakan kemitraan
(KTK) Resort kopi
konservasi  dalam  pengelolaan
kawasan TNUK.
5 Kelompok Tani Konservasi | Ketua KTK Resort Padali Iy Melakukan kebijakan kemitraan
(KTK) Resort Padali konservasi  dalam  pengelolaan
kawasan TNUK.
6 | Kelompok Tani Konservasi | Ketua KTK Resort Cibadak | I4 Melakukan kebijakan kemitraan
(KTK) Resort Cibadak konservasi  dalam  pengelolaan
kawasan TNUK.
7 Kelompok Tani  Konservasi | Wakil Ketua KTK Resort | I, Melakukan kebijakan kemitraan
(KTK) Resort Cibadak Cibadak konservasi  dalam  pengelolaan
kawasan TNUK.
8 | Desa Rancapinang Sekretaris Desa | I Melakukan kebijakan kemitraan
R . konservasi dalam pengelolaan
ancapinang
kawasan TNUK.
9 | Masyarakat di kawasan Taman | Wiraswasta I Sebagai pemantau kebijakan yang
Nasinal Ujung Kulon telah dibuat oleh Pemerintah,
merasakan dampak dari adanya
Kebijakan pengelolaan kawasan
TNUK.
10 | Masyarakat di kawasan Taman | Wiraswasta I5 Sebagai pemantau kebijakan yang

Nasinal Ujung Kulon

telah dibuat oleh Pemerintah,
merasakan dampak dari adanya

Kebijakan pengelolaan kawasan
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TNUK.

Sumber (Penulis 2018)

Setelah memberikan kode-kode proses berikutnya adalah, kategorisasi
data. Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan data mengikat
konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam sebuah kategori melalui matriks
wawancara yang kemudian peneliti merinci isi dari kategori tersebut yaitu :

a. Kode Q;23dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.
b. Kode I, 3dan seterusnya menandakan daftar urutan informan.

Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap pembinaan kegiatan
Pengelolaan Lahan Garapan Hutan Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten
Pandeglang, bagaimana proses pembinaan dengan analisis pendampingan sosial
terhadap Pemungkinan/Fasilitas motivasi dan kesempatan masyarakat, analisis
tentang Penguatan dalam pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan
kelompok tani konservasi dan masyrarakat sekitar taman nasional ujung kulon
terhadap pengetahuan konservasi khususnya terhadap pengelolaan lahan garapan
di kawasan taman nasional ujung kulon dan membangun kerjasama antara balai
taman nasional ujung kulon dengan kelompok tani konservasi dan masyarakat.
Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, baik yang diperoleh melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi akan dideskripsikan dalam interpretasi
hasil penelitian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti menemukan
berbagai informasi, kondisi, dan berbagai fenomena atau berbagai gejala
mengenai berbagai permasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Taman
Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang. Setelah melakukan survey dan

penelitian serta wawancara dengan berbagai pihak atau dengan para informan,
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peneliti menemukan berbagai informasi, kondisi, tanggapan dan permasalahan
mengenai Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon di

Kabupaten Pandeglang.

Dengan banyaknya informasi yang didapat dilapangan, maka peneliti
mengambil garis besar permasalahan yang relevan dengan kajian teori mengenai
indikator Teori teori William N. Dunn. Adapun hasil wawancara yang telah

peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas kebijakan pengelolaan taman nasional ujung kulon di
Kabupaten Pandeglang
Efektifitas merupakan salah satu syarat keberhasilan suatu program yang
diimplementasikan oleh pemerintah. Efektifitas juga sebagai ukuran tingkat
pemenuhan output atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian target atau

tujuan proses maka dikatakan proses tersebut semakin efektif.

Proses yang efektif ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi
lebih baik dan lebih aman Pada penelitian kali ini peneliti membagi indikator
efektifitas menjadi sub indikator yakni: pelaksanaan program sesuai prosedur.
Kegagalan suatu program bisa terjadi karena program dijalankan tidak sesuai
prosedur yang ada sehingga tujuan yang ditetapkan tidak bisa tercapai dengan
optimal. Selanjutnya yakni hasil yang diharapkan. Ketercapaian program yang
dijalankan merupakan sesuatu yang diidamkan oleh masyarakat selaku objek dari
pembangunan. Hasil yang diharapkan juga merupakan gambaran dari berhasilnya
suatu program yang dijalankan. Jika sesuai maka kepuasan masyarakat juga akan

baik sehingga mampu menggambarkan keberhasilan program tersebut.



70

Kegiatan pengelolaan kawasan Taman Nasional (TN) dengan Kelompok
Tani Konservasi (KTK) merupakan salah satu program bidang pengelolaan yang
dapat menjaga kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan
TN. KTK menjadi wadah yang baik bagi pelaksanaan program pengelolaan
kawasan TN. KTK merupakan lembaga yang bersifat padat karya, tidak
membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian
(keterampilan) pekerja. KTK masih memegang peranan penting dalam perbaikan
pelestarian hutan di TN, baik ditinjau dari segi jumlah kegiatan, maupun dari segi

hasil penciptaan produk di setiap Kelompok.

Pelaksanaan kegiatan KTK di TN Ujung Kulon khususnya di Kabupaten
Pandeglang memiliki potensi yang cukup besar karena mendapat dukungan dari
pemerintah melalui program Kemitraan Konservasi. Adapun Tujuan Program
Pemberdayaan Mitra Konservasi yaitu Kelompok Tani Konservasi (KTK) di
Kabupaten Pandeglang adalah untuk membantu para pelaku kegiatan konservasi
dalam mengembangkan kegiatannya sehingga bisa berperan aktif dalam

pengelolaan kawasan TN Ujung Kulon.

Langkah awal dalam mengevaluasi sebuah kebijakan adalah dengan
mengetahui perencanaan dari pembuatan sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan
oleh pemerintah. Perencanaan yang baik akan menghasilkan sebuah kebijakan
yang baik pula. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti ingin melihat tujuan dari
Program Pemberdayaan Mitra Konservasi yaitu Kelompok Tani Konservasi yang

turut serta dalam mengelola kawasan TNUK di Kabupaten Pandeglang.
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Dalam indikator ini menanyakan tentang output dari kegitan program
KTK yang dilaksanakan di Kawasan TN Ujung Kulon oleh Balai Taman Nasional
Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang, pada kenyataan dilapangan seperti yang
telah disebutkan diatas atau bab sebelumya program Kemitraan Konservasi yang
sudah berjalan di Kabupaten Pandeglang ini telah menghasilkan beberapa pelaku

kegiatan dari Kelompok Tani Konservasi dan berjalan sampai sekarang.

Seperti yang diungkapkan oleh Husen selaku Kasi Resort | BTNUK,

beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Bicara masalah pencapaian target tentu program Mitra Konservasi yang

di hadirkannya KTK ini telah menghasilkan dampak yang sangat positif,
datanya ada dikita, ini riil kita sapatkan dilapangan, karena seperti
membantu para pihak pelaku kegiatan dalam mengekspansi kegiatan
mereka menjadi lebih baik dan tentunya mendapatkan kerjasama yang
baik sebelumnya. Karena bahwa sebenarnya para pelaku kegiatan
khusunya di sekitar kawasan TN ini sudah banyak menghasilkan produk
yang berkualitas, hanya saja pengelolaan produksi dan keuangan serta
promosi masih kurang”.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa, pihak Balai telah
menyatakan bahwa output dari pelaksanaan kegiatan program KTK sudah dapat
menghasilkan dampak yang signifikan, karena menurutnya hanya dengan
bimbingan teknis berbentuk sosialisasi dan promosi dapat membantu dan
menghasilkan hasil yang maksimal, dari peryataan informan ini mengungkapkan
masih adanya permasalahan dari sisi para pelaku usaha yaitu dari cara
memaksimalkan produksi dan promosi yang baik agar produk yang dihasilkan

dari usaha dapat dikenal oleh orang banyak.

Maka dapat ditarik kesimpulan output dari pelaksanaan kegiatan program

Mitra Konservasi yang menghasilkan KTK yang dilakukan oleh Balai Taman
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Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang telah sesuai target yang
direncanakan, dan berdampak pada masyarakat yang sejahtera “Masyarakat

Ngejo Leweung Hejo ”.

Kesimpulan dari indikator evaluasi program dari dimensi efektivitas dapat
dikatakan berjalan secara optimal, karena telah memberikan output yang
signifikan positif, yaitu sesuai dengan tujuan program UMKM yaitu membantu
para pelaku kegiatan program sehingga kegiatannya tersebut menjadi lebih baik
dari sebelumnya seperti dapat ber’ekpansi sehingga dapat memaksimalkan

pengelolaan.

2. Efisiensi kebijakan pengelolaan taman nasional ujung kulon di
Kabupaten Pandeglang
Berkenaan dengan seringnya melakukan kegiatan yang diperlukan untuk
menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi juga merupakan salah satu
faktor yang ada dalam teori evaluasi William Dunn. Efisiensi juga berarti ukuran
tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit
penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang
efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih

cepat.

Pengembangan sektor kegiatan KTK di kawasan TN dirasa sangat penting
dilakukan, sebab dilihat pada saat ini, sektor kegiatan KTK mampu memberikan
pengembangan kelestarian hutan serta kesejahteraan terhadap masyarakt di

kawasan TN Ujung Kulon, selain itu sektor kegiatan KTK juga mampu
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memberikan kontribusi yang signifikan bagi Pengelolaan TN Ujung Kulon maka
dari itu merupakan tugas utama bagi BTNUK untuk melaksanakan tugasnya

sebagai pemberi program untuk berkerja keras dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam efisiensi dari program kemitraan konservasi, peneliti juga melihat
dari sisi anggaran yang dibutuhkan dalam menunjang program Kemitraan
Konservasi ini, dalam penelitian ini anggaran yang dimaksud adalah biaya yang
dikeluarkan oleh Balai untuk kegiatan pelaksanaan program ini, untuk kegiatan

jumlah kelompok yang dibina.

Hal ini diungkapkan oleh Monica selaku K3 BTNUK, beliau

mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalau ngomongin masalah anggaran ini sangat sensitive, tau sendiri kan
kalau bilangnya lebih emang kurang kalau dibilang kurang ya kurang gtu,
jadi intinya anggaran yang kita dapat itu masih tergolong kurang, karena
realisasinya juga kecil, namum seefisien mungkin kita usahakan dengan
anggaran yang ada program ini pun harus tetap berjalan, dan
Alhamdulillah program tersebut telah berjalan sesuai dengan apa yang

)

direncanakan”.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa, penganggaran biaya yang
didapatkan oleh balai dalam menunjang program Kemitraan Konservasi ini masih
dikatakan kurang, namun pihak balai sendiri dengan anggaran yang seminim
mungkin telah bisa menjalankan program, dan menurutnya program tersebut telah
berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan balai sebelumnya, jadi telah
mencapai titik yang optimal.

Dalam segi anggara yang didapatkan oleh balai, balai mengungkapkan
hanya dialokasikan untuk melakukan sosialisasi dan promosi, tidak untuk

membantu para pelaku kegiatan KTK dalam permodalan menjalankan usahanya
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tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Muhiban selaku PEH, beliau mengungkapkan

sebagai berikut:
“Dalam pelaksanaan program ini pembiayaan yang diberikan kepada
para pelaku kegiatan yang mengikut program ini itu tidak ada, karena
kita hanya menganggarkan untuk bimbingan teknis saja, seperti
sosialisasi dan promosi, dan untuk memberikan langsung itu tidak ada,
jikalaupun untuk masalah anggaran biaya yang diberkan untuk para
pelaku kegiatan, balai paling merekomendasikan para pelaku kegiatan
tersebut untuk mendapatkan anggaran dana”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, pihak balai tidak
memberikan bantuan modal kepada para pelaku kegiatan yang mengikuti program
KK tersebut, anggaran yang didapat oleh balai hanya sebatas untuk melaksanakan
bimbingan teknis (bimtek) yang berbentuk sosialisasi dan melakukan acara
promosi.

Maka dapat diketahui dari semua pernyataan diatas dalam indikator
efisiensi terdapat beberapa kekeliruan dari segi penganggaran, yang pertama dari
segi penganggaran untuk pelaksanaan program KK, menurut balai dana yang
realiasasi yang dialokasikan untuk melaksanakan program belum bisa dikatakan
cukup, dan juga para pelaku kegiatan tidak mendapatkan bentuk bantuan modal dari
balai, karena pihak balai dalam menjalankan program KK ini hanya sebatas
menyelenggarakan sosialisasi dan melakukan promaosi.

Dapat disimpulkan dalam indikator efisiensi sudah bisa dikatakan sudah
optimal, karena tidak adanya permasalahan dalam segi efisiensi, dan program telah
berjalan sebagaimana yang sudah direncanakan, yaitu anggaran untuk pelaksanaan

sudah dinilai cukup, walaupun dalam realisasinya masih kurang, namun balai telah

membuat anggaran menjadi efisien dan optmal cukup.
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3. Kecukupan kebijakan pengelolaan taman nasional ujung kulon di
Kabupaten Pandeglang
Kecukupan disini berarti apakah suatu program yang dijalankan bisa
mencukupi kebutuhan masyarakat dan apakah program yang dijalankan cukup
untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat selaku objek

pembangunan.

Hal pertama akan diungkapkan oleh Husen selaku Kasi Resort | BTNUK
di Kabupaten Pandeglang, beliau mengemukakannya sebagai berikut:

“Kalau masalah kendala sih kayanya gak terlalu, cuman paling ada
beberapa dari pelaku kegiatan yang mengikuti pembinaan yang selalu
saja menyampaikan keluhannya karena mereka ingin bukan hanya
sebatas pembinaan, tapi juga dari segi pemberian anggaran kegiatan,
dan juga masalah sosialisai yang masih mereka nilai kurang, namun
selebihnya mereka tidak ada komplan kok ™.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, tidak terdapat permasalahan
yang berat yang dialami pihak balai terkai pelaksanaan sosialisasi dalam program
KK ini, namun ada beberapa permasalahan kecil yang dihadapi oleh pihak balai,
yaitu masih adanya keluhan yang dirasakan masyarakat dalam fasilitas sarana dan
perasarana dalam produksi masih dinilai kurang, mereka juga mengeluh mengapa
program ini hanya sebatas pembinaan.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Mukri selaku Pelaku Ketua KTK
Resort Padali, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“untuk penanganan masih belum memenuhi kebutuhan. Sementara ini
hampir sekian lama berjalan kalau penanganan antara pemanduan dan
pendampingan anggap cukup bagus sementara ini, bahkan kita sedikit
demi sedikit mengelola di antara produk kami gula semut dengan modal
terbatas .

Hal yang sama diungkapkan oleh Sutrawi selaku Ketua KTK Resort Kopi,

beliau mengungkapkan sebagai berikut :
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“Kalau dari cara pembinaannya mah saya lumayan paham dan terarah
jadi kalau menurut saya gak ada masalah dalam hal pembinaan
maksudnya sosialisasi gtu ya, mau saya ada ajakan untuk KTK nah ini
mah saya harus mandiri . kita disini diibaratkan seperti burung dalam
sangkar dikasih mah dikasih makan tapi kita disini tidak bebas
melakukan semua kegiatan jadi hanya orang-orang tertentu saja yang
melakukan  kegiatan, bagaimana mau memenuhi  kebutuhan
penanganannya saja masih blm maksimal ”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, pihak pelaku kegiatan tidak
menilai kurang dalam kecakupan pembinaan yang dilakukan oleh balai, bahkan
berdampak positif, namun mereka mengeluhkan masih adanya kekurangan
berkerjasama antara pihak balai dengan KTK, sehingga para pelaku ingin
mendapatkan penanganan yang maksimal dari balai

Maka dapat disimpulkan dari indikator kecakupan yang ada dalam
permasalahan penelitan ini yaitu bisa dikatakan kurang optimal, karena masih
adanya permasalah yang dihadapi para pelaku kegiatan yaitu perserta program
yang mana mereka kurang begitu puas dalam pelayanan yang diberikan oleh

pihak balai selaku penyelenggara tugas tersebut, pihak balai juga membenarkan

masih adanya permasalah dari segi penanganan.

4. Perataan kebijakan pengelolaan taman nasional ujung kulon di

Kabupaten Pandeglang

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan
keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik sehingga tidak

ada satu pihak pun yang merasa dirugikan dengan hasil dari program yang ada.



77

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi
lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena
pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam

memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam indikator pemerataan ini akan mengetahui bagaimana hasil yang
didapat dari pengembangan program Kemitraan Konservasi, di lapangan tentang
pelaksanaan program KK di TN Ujung Kulon itu sangat penting karena dilihat
dari kondisi yang ada saat ini, sektor kegiatan KK juga mampu memberikan
kontribusi yang signifikan bagi pemasukan PAD (pendapatan asli daerah) dan

meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Di indikator ini juga membahas bagaimana pendistribusian suatu
anggaran kepada sesuatu yang akan dilaksanakan, dalam penelitian ini
pendistribusian anggaran yang dimaksud adalah bagaimana anggaran yang
didistribusikan dari pihak balai kepada pelaku kegiatan program pembinaan KTK
di kawasan TN, namun dapat diketahui pelaksanaan program KK ini tidak ada
pelaksanaan terhadap penganggaran, namun hanya sebatas rekomendasi saja dari
pihak balai.

Hal tersebut seperti apa yang dikemukakan oleh Husen selaku Kasi
Resort I TN Ujung Kulon, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Dalam melakukan program kegiatan yang dilakasanakan dari 7 KTK

saudah dilakukan pemerataan dan mencangkup 4 KTK, ada pun yang

belum akan dilakukan pada tahun berikutnya. Program ini hanya
berbentuk memberikan pembinaan saja, seperti memberikan sosialisasi
bimbingan teknis, terkait permasalahan produksi, pengelolaan
pelestarian, dan promosi, masalah pengenggaran yang dimaksud modal
itu pihak kami tidak menyediakan sebab kita hanya yang saya sebutkan

sebelumnya itu, cuman kalau mau dapet modal kita bisa memberikan
rekomndasi untuk mendapatkan pencairan”.
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Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, pihak balai telah melakukan
pemerataan kepada 4 KTK yang ada di kawasan TN, pemertataan yang dimaksud
adalah telah melakukan pembinaan ke seluruh keelompok yang ada di TN, dan
juga pihak balai menegaskan bahwa program KK ini hanya sebatas pembinaan

saja yakni pembinaan bimtek dan sosialisasi

Maka dapat disimpulkan dari indikator evaluasi kebijakan publik dalam
dimensi pemerataan di penelitian ini belum bisa dikatakan optimal, keoptimalan
dalam program ini hanya sebatas pemberian bianaan, meskipun dalam isi dari
program ini adalah binaan namun masyarakat sangat antusias karena program KK

ini membukakan pemahaman banyak mengenai pentingnya hutan.

5. Responsivitas kebijakan pengelolaan taman nasional ujung kulon di

Kabupaten Pandeglang

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat
yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh
yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan
masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk

yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan

Indikator Responsivitas Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui
tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu
memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan,

juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan
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dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa

penolakan.

Dalam indikator ini menilai bagaimana tanggapan masyarakat terhadap
program pengembangan KK di TN Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang,
sejauh ini pada kenyataan dilapangannya tanggapan masyarakat telah puas dalam
pelaksanaan program tersebut. Seperti halnya diungkapkan oleh Mukri selaku

Pelaku Ketua KTK Resort Padali, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Tanggapan saya tentang KK ini mampu meningkatkan kerjasama antara
masyarakat dengan pihak balai yang ingin melakukan kegiatan.
Tanggapannya biasa-biasa saja, maksimal engga jelek enggadi anggap
oleh kami biasa-biasa saja sedanglah, terus tanggapan sementara ini
belum ada perubahan dari pelaksanaannya”.

Hal yang sama diungkapkan oleh, Kardi selaku RT di Resort Padali, beliau

mengungkapkan sebagai berikut :

“Bagus jadi dari pihak balai membantu kami disini yang rata-rata petani
tidak melakukan hal yang tidak semestinya kami lakukan di lahan
garapan”.

Hal yang sama di juga diungkapkan oleh Sutrawi Ketua KTK Resort Kopi,

beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“cukup bagus program ini, dan yang saya inginkan kita duduk bersama

agar masyarakat sekitar kawasan TN sadar tentang pentingnya hutan”

Dari beberapa pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa, dari pihak

masyarakat memberikan pernyataan positif dari adanya program KK tersebut,
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karena mereka menilai, pembantuan dalam program KK ini dapat berdampak baik
dari segi pembantuan pemahaman, kemampuan dan promosi yang diberikan oleh

balai kepada masyarakat.

Program tersebut dinilai sangat memberikan pengaruh baik bagi

masayarakat khususnya dan umumnya juga dapat meningkatan taraf suatu daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa indikato teori evaluasi dalam hal ini
adalah responsivitas sudah berjalan dengan optimal karena didukung dari
pernyataan yang diberikan oleh beberapa masyarakat yang menjadi pelaku
kegiatan dan mengikuti program KK yang dikeluarkan oleh pemerintah, mereka

merasa puas dan terbantu oleh adanya program tersebut.

6. Ketepatan kebijakan pengelolaan taman nasional ujung kulon di

Kabupaten Pandeglang

Ketepatan pada implementasi suatu program sangat berpengaruh pada
keberhasilan program. Ketepatan disini lebih menekankan kepada tepat sasaran.
Artinya siapa yang menjadi objek pembangunan haruslah tepat dengan tujuan

pembangunan melalui program tersebut.

Indikator Ketepatan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada
bagaimana output yang dihasilkan pada program Kemitraan Konservasi tersebut,
seperti yang sudah diketahui KK dapat membantu mengelola pelestarian hutan,
dan dengan banyaknya kegiatan yang ada yang terserap sektor KK dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian, Kemitraan Konservasi

dianggap memiliki peran strategik dalam menangani pengelollan TN dan juga



81

bagaimana perkembangan dari para pelaku kegiatan dalam mengelola kegiatannya
sesudah mendapat bianaan dari program KK yang dilaksanakan oleh Balai TN

Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang.

Hal yang pertama akan diungkapkan oleh Husen selaku Kasi Resort | TN

Ujung Kulon, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Pada dasarnya program kegiatan yang dilakukaan sudah sesuai dengan
sasaran yaitu melakukan pembinaan bagi pelaku KTK di TN, namun
banyak yang bisa dipelajari dari apa yang kami sosialisasikan kepada
para pelaku usaha yang mengikuti program Kemitraan Konservasi ini
seperti bagaimana mengembangkan produksi yang baik, efektif dan
efisien, meminimalisir pengeluaran namun memaksimalkan pengelolaan,
dan mendapatkan kesempatan promosi produk-produk KTK, walaupun
masih adanya yang menilai kurang dalam segi pembinaan yang Kkita
lakukan”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, program yang menurut
pihak balai program yang dijalankannya itu telah sesuai sasaran atau tepat sasaran,
yaitu dengan hanya memberikan sosialisasi bimbingan teknis saja dapat
mengubah polapikir para pelaku kegiatan, yang mana terlihat sekarang dari
beberapa data menunjukan banyak yang mengalami kenaikan dari sisi
pengelolaan, sehingga tidak menutup kemungkinan kegiatan yang dijalankan para

pelaku kegiatan akan bisa melakukan ekpansi.

Hal senada diungkapkan oleh Kardi selaku Pelaku KTK, beliau

mengungkapkan sebagai berikut :

“Saya rasa sih sudah yah, dan harus sesuai lah, Program KK ini kan
mampu meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan pihak balai .
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Hal yang sama diungkapkan oleh Mukri selaku Pelaku KTK, beliat

pengungkapkan sebagai berikut :

“memang bagus rencana ini sudah sesuai sasaran, terus yang diinginkan
oleh amasyarakat ingin menambambahkan ekonomi masyarakat.namun
jika yang saya rasakan saya begitu terbantu karena adanya program ini
karena 82ak arena saya dapat banyak masukan untuk menjalankan
kegiatan saya agar lebih baik Igi kepala balai mah masyarakat ngejo
leweung hejo”.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat diketahui bahwa ketepatan dalam
program ini menurut para pelaku kegiatan yang mana mereka adalah yang
menerima binaan dari balai, mengaku senang karena telah membuat kegiatan
mereka menjadi maju dan lebih baik dari sebelumya, adanya penambahan
pendapatan atau keuntungan yang dirasakan oleh para pelaku kegiatan yang
mengikuti program ini secara berangsur, beberapa dari mereka juga sudah berhasil
melakukan pengelolaan yang mana ini adalah kontribusi yang dihasilkan karena

telah membantu pemerintah dalam melestarikan hutan.

Maka dapat diketahui bahwa indikator terakhir dari evaluasi kebijakan
publik yaitu ketepatan telah bisa dikatakan sudah optimal karena beberapa yang
diungkapkan oleh informan diatas telah menunjukan mereka telah maksimal

dalam berkerja dan sesuai dengan sasaran.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian Evaluasi kebijakan Pengelolaan Taman
Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang

Upaya taman nasional ujung kulon dalam pengelolaan konservasi adalah
dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang tinggal disekitar

kawasan taman nasional ujung kulon dengan cara melakukan berbagai kegiatan
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kemitraan konservasi. Adapun program kerjasama dalam pemanfaatan jasa
lingkungan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon meliputi: 1). Program
penguatan kelembagaan kelompok, 2). Program peningkatan kapasitas angota
kelompok, 3). Program pengembangan usaha ekonomi kelompok, 4). Program
sosialisasi dan penyadartahuan kelompok, 5). Program perlindungan dan restorasi
di area kemitraan konservasi. Pada penelitian ini berfokus pada program
perlindungan dan restorasi di area kemitraan konservasi yang dilakukan untuk
pengelolaan lahan garapan di Taman Nasional Ujung Kulon
Dari program-program tersebut, masyarakat diberikan pengetahuan,
penyuluhan dan arahan tentang pentingnya konservasi dalam kehidupan
masyarakat khususnya dalam pengelolaan lahan garapan. Sehingga, masyarakat
dapat menjaga lahan dan melestarikan konservasi karena sangat diyakini bahwa
hutan lestari maka masyarakat akan sejahtera. Masyarakat sekitar taman nasional
ujung kulon memiliki filosifi masyarakat ngejo leuweung hejo yang artinya
masyarakat sejahtera hutan lestari. Sesuai dengan tujuan program kemitraan
konservasi yang diselenggarakan oleh balai taman nasional ujung kulon.
a. Pengelolaan daerah penyangga kawasan konservasi
Daerah penyangga kawasan konservasi adalah wilayah yang berbatasan
dengan kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam, dapat berupa
kawasan hutan, yaitu hutan lindung dan hutan produksi, serta non-kawasan hutan,
yaitu hutan hak, tanah negara bebas, atau tanah yang dibebani hak, yang berfungsi
untuk menjaga keutuhan KSA dan/atau KPA yang bersangkutan. Untuk dapat
menjaga daerah penyangga kawasan konservasi perlu dilakukan pembinaan pada

desa-desa sebagai desa penyangga. Pembinaan desa binaan di daerah penyangga
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kawasan konservasi adalah bimbingan/pendampingan berbagai kegiatan, mulai
perencanaan hingga pengawasan yang dilakukan oleh UPT Dijen KSDAE
terhadap masyarakat desa binaan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Fungsi
dari Pembinaan daerah penyangga, meliputi: (1) peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya; (2)
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraannya; dan (3) peningkatan produktivitas lahan. Melalui pembinaan
daerah penyangga kawasan konservasi Pemberdayaan masyarakat daerah
penyangga kawasan konservasi perlu dilakukan dan dikembangankan sedemikian
rupa. Pemberdayaan masyarakat daerah penyangga kawasan konservasi adalah
upaya meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun
kelompok, dalam pengelolaan potensi sumber daya berikut permasalahannya guna
peningkatan kemandirian, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat daerah
penyangga kawasan konservasi dengan tetap menjaga kelestarian kawasan
konservasi.

4.3.1 Aspek Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pengelolaan
Konservasi Kawasan Lahan Garapan di Taman Nasional Ujung
Kulon
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata alam adalah

peran serta masyarakat secara suka rela dalam kegiatan teknis maupun non teknis

yang diwujudkan dalam bentuk jasa dan dana. Kegiatan teknis terdiri dari
pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem, pengembangan konservasi
spesies dan pengembangan lahan, penyidikan dan perlindungan hutan, dan

pengemabalian pemanfataan jasa lingkungan dan wisata alam. Untuk kegiatan non
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teknis terdiri dari gotong royong, serta penerapan norma dan nilai luhur yang
berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kawasan pengelolaan lahan garapan.
Kawasan pengelolaan lahan garapan Taman Nasional Ujung Kulon
dikelola dengan sistem zonasi. Kebijakan penetapan zonasi memiliki pedoman
yaitu pedoman zonasi dalam taman nasional dimaksudkan sebagai acuan bagi
pengelola kawasan taman nasional dan bertujuan untuk mewujudkan sistem
pengelolaan taman nasional sesuai dengan fungsinya. Dalam mewujudkan sistem
pengelolaan taman nasional, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam
pelaksanaanya. Peraturan Mentri Kehutanan No 56 Tahun 2006 tentang pedoman
zonasi taman nasional juga menguraikan tentang peran serta masyarakat dalam
pengelolaan kawasan taman nasional dengan sistem zonasi. Penetapan zonasi
taman nasional juga bertujuan untuk menumbuhkan kembangkan peran
masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Pasal 19 ayat 2 Peraturan Mentri
Kehutanan No 56 Tahun 2006 menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam
sistem zonasi taman nasional antara lain:
1. Memberi saran, informasi dan pertimbangan.
2. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan zonasi.
3. Melakukan pengawasan kegiatan zonasi.
4. Ikut menjaga dan memelihara zonasi.
Partisipasi masyarakat yang ada dalam kawasan Taman Nasional Ujung
Kulon pada umumnya adalah masyarakat yang peduli terhadap pengembangan
lingkungan. Bentuk partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan konservasi
kawasan wisata lahan garapan di Taman Nasional Ujung Kulon adalah dalam

menjaga keamanan kawasan, menjaga kebersihan dan ikut serta dalam kegiatan
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penghijauan. Kegiatan tersebut mulai muncul dengan adanya penyuluhan tersebut
juga dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
sehingga masyarakat mulai sadar dan memiliki inisiatif sendiri untuk ikut
berpartisipasi dalam pengelolaan konservasi kawasan lahan garapan.

Penggunaan lahan garapan di dalam kawasan TN. Ujung Kulon sebagai
berikut (berdasarkan data penelusuran lahan garapan tahun 2014).

Tabel 4.2 Data lahan garapan sampai dengan tahun 2014

Kebun Sawah Pemukiman | Jumlah | Jumlah
No. Resort

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) KK
1 | Rancapinang 830,79 231,11 - 1.061,90 631
2 | Cibadak 251,55 146,86 2,32 400,72 136
3 | Padali 42,76 550,87 - 593,62 97
4 | Kopi 2,36 118,83 - 121,19 68
5 | Katapang 124,88 292,10 0,28 417,25 331
6 | Tamanjaya 32,55 53,38 - 85,93 104
7 | Legon Pakis 99,25 175,54 16,54 291,34 93

Total 1.384,13 | 1.568,69 19,14 2.971,96 | 1.460

Catatan : penelusuran lahan garapan untuk tahun 2017 sedang dalam proses
rekapitulasi data.
4.3.2 Penyelesaian Konflik Lahan Garapan di dalam Kawasan TNUK
Akibat Keterlanjuran dengan Model Kemitraan Konservasi
Konflik lahan garapan di dalam kawasanTNUK akibat keterlanjuran

masyarakat yang sudah memiliki lahan diselesaikan dengan menggunakan model
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Kemitraan Konservasi. Adapun kronologis penyelesaian konfliknya adalah

sebagai berikut :

1.

Pertemuan antara Menteri KLHK dengan Bupati Pandeglang pada tanggal
24 Februari 2017, dilanjutkan dengan pengarahan dari Direktur PKTHA di
Blok IV Lt. 7 yang dihadiri oleh Kasubdit Penangan Konflik, Kepala
Bappeda Pandeglang dan Kadis LH Pandeglang.

Pertemuan persiapan penyelesaian konflik tenurial di TNUK antara
Direktorat PHKA dengan Pemda Pandeglang dan BTNUK pada tanggal
01 Maret 2017 di Hotel Peninsula Jakarta.

Sosialisasi Permenhut No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial yang
diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah Pandeglang bertempat di ruang
Off Room Setda Pandeglang pada tanggal 06 Maret 2017.

Pengambilan dan verifikasi data pada tanggal 07-09 Maret 2017 di lokasi
garapan masyarakat.

Pembahasan konsep Nota Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian
Kerjasama (NKK) di ruang rapat Direktorat PKPS pada tanggal 16 Maret
2017.

Pemaparan di ruang rapat Sekretaris Jenderal KLHK terkait penyelesaian
konflik tenurial di dalam kawasan TNUK pada tanggal 16 Maret 2017.
Sosialisasi dan diskusi dengan Ketua Kelompok Tani Konservasi di TN.

Ujung Kulon pada tanggal 20 Maret 2017.

Adapun proses penyelesaian konfliknya adalah sebagai berikut :

1.

Rekapitulasi data lahan garapan (proses masih berjalan)



2. Surat pernyataan dari masyarakat yang menggarap lahan di dalam kawasan
TN. Ujung Kulon

3. Pembentukan Kelompok Tani Konservasi (KTK) di 6 Resort

4. Penyusunan Konsep Nota Kesepahaman dan kesepakatan Bersama

5. Penyusunan Konsep Naskah Perjanjian Kerjasama (NKK)

Tabel 4.3 Data Lahan Garapan Berdasarkan hasil Verifikasi sampai dengan bulan
Juni 2017

1 | Tamanjaya 30.30 20.00 50.30 131
2 | Katapang 203.84 44.65 248.49 508
3 | Kopi 145.62 66.27 211.89 475
4 | Padali 95.59 17.69 113.28 286
5 | Cibadak 117.32 11.72 129.04 369
6 | Rancapinang 123.17 180.22 303.39 742

Balai TN. Ujung Kulon, Juni 2017

A Pemberian Akses Kepada Kelompok Tani Konservasi
Sebagai solusi untuk penyelesaian konflik lahan garapan di dalam
kawasan TN. Ujung Kulon, salah satu langkah yang ditempuh adalah pemberian

akses pemanfaatan kawasan secara lestari kepada kelompok tani konservasi.
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Pemberian akses yang dimaksud meliputi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
dan pemanfaatan jasa lingkungan (air bersih dan wisata alam). Data selengkapnya
dapat dilihat pada lampiran

Dalam mengimplementasikan pemberian akses pemanfaatan kawasan TN.
Ujung Kulon secara lestari, maka kelompok tani konservasi melakukan
penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana pembinaan lima tahunan sebagai
dokumen perencanaan kegiatan. Penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana
pembinaan lima tahunan bagi kelompok didasarkan pada potensi yang gampang
dijumpai dan sudah sering dilakukan pada masing-masing wilayah desa
kelompok. Untuk mengimplementasikan pemanfaatan kawasan TN. Ujung Kulon
telah dibuat 6 buah rencana kerja tahunan dan rencana pembinaan lima tahunan
dari KTK Rancapinang, KTK Cibadak, KTK Padali, KTK Kopi, KTK Katapang
dan KTK Tamanjaya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemanfaatan
hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan di dalam dan sekitar
kawasan TN. Ujung Kulon. Data selangkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Berdasarkan rencana tahunan dan rencana pembinaan lima tahunan yang
dibuat oleh lembaga kemitraan TN. Ujung Kulon kegiatan-kegiatan pemanfaatan
hasil hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan di dalam dan sekitar kawasan TN.

Ujung kulon rinciannya sebagai berikut:

1. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan
di dalam dan sekitar kawasan TN. Ujung kulon yang dikelola oleh
KTK Rancapinang

TAHUN PERTAMA
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Prioritas di tahun pertama KTK Resort Rancapinang adalah Kelapa,
pemilihan komoditi kelapa oleh kelompok ini adalah karena potensi kelapa yang
banyak dijumpai di Desa Rancapinang. Hampir semua petani bermata pencaharian
sebagai petani kelapa. Selain itu pemasaran kelapa juga sudah berjalan, bahkan
ketua KTK Rancapinang merupakan tengkulak kelapa, sehingga mudah
memasarkan kelapanya. Sekarang ini tinggal dikembangkan pengolahan produk
kelapanya. Produk olahan kelapa diantaranya adalah pengolahan Nata de Coco
dan pembuatan minyak kelapa dengan kualitas yang bagus. Pengolahan Nata de
coco dengan menggunakan teknologi canggih dapat meningkatkan kualitas atau
produk olahannya. Di tahun pertama ini juga KTK Rancapinang mengolah rumput
laut sebagai minuman kemasan dengan memanfaatkan teknologi yang canggih.

Tidak kalah dengan kelapa dan rumput laut, singkong dan pisang juga
merupakan komoditi yang menjadi potensi di Desa Rancapinang ini. Pengolahan
pisang dan singkong menjadi keripik dapat meningkatkan usaha ekonomi anggota
kelompok KTK. Selain itu pisang dan singkong dapat dijadikan tepung sebagai
dasar pembuatan pelet ikan.

Pengembangan gula aren menjadi gula semut dikembangkan juga di tahun
pertama, sekarang ini masyarakat banyak yang mencari gula semut teru minum
kopi. Diperkotaan terutama di hotel-hotel gula semut dikemas ke dalam plastik
dengan kemasan yang menarik banyak disajikan sebagai pengganti gula pasir,
rasanya juga lebih nikmat. Ditahun pertama ini juga tetap melakukan penanaman
jahe dan kopi sebagai persiapan untuk dikembangkan di tahun berikutnya.

TAHUN KEDUA
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Kelompok Tani Konservasi Resort Rancapinang bersepakat untuk
mengembangkan singkong dan pisang menjadi produk makanan ringan berupa
keripik singkong dan pisang dengan variasi rasa manis gula aren, balado dan rasa
asin. Selain dijadikan makanan, singkong dan pisang juga bisa dijadikan tepung
sebagai bahan pembuatan pelet ikan yang diproduksi oleh KTK Cibadak. Tindak
lanjut pengembangan rumput laut menjadi minuman kemasan dengan
meningkatkan kualitas. Sementara kegiatan lain terus berjalan, penanaman jahe
dan kopi pun tetap berjalan untuk mempersiapkan pengembangannya di tahun
berikutnya.

TAHUN KETIGA

Prioritas pengembangan di tahun ketiga adalah pengembangan gula aren
menjadi gula semut dengan kualitas yang bagus sementara penjualan gula batok
tetap berjalan. Tindak lanjut pengembangan produk olahan singkong, pisang,
rumput laut, kelapa tetap berjalan. Penanaman jahe dan penanaman kopi juga
tetap berjalan untuk mempersiapkan di tahun berikutnya. Di tahun keempat ini
juga tetap dilaksanakan pengembangan kelapa.

TAHUN KEEMPAT

Prioritas di tahun keempat untuk KTK Rancapinang adalah pengembangan
produk olahan jahe merah berupa minuman bandrek yang dikombinasikan dengan
gula semut untuk memperoleh rasa yang nikmat. Tindak lanjut pengembangan
gula aren di tahun keempat ini juga dilaksanakan dengan cara memperluas
jaringan pemasaran. Ditahun keempat ini juga tindak lanjut pengembangan untuk

kelapa, singkong dan pisang tetap berjalan dengan memperluas pemasarannya.



92

Sementara untuk penanaman jahe dan kopi tetap berjalan untuk dikembangkan di
tahun berikutnya.
TAHUN KELIMA

Prioritas di tahun kelima adalah pengembangan produksi kopi khas

Rancapinang, dengan kualitas yang bagus dan menjual dalam kemasan yang

menarik. Untuk jahe dikembangkan produk olahannya berupa minuman hangat

bandrek. Sementara untuk produk olahan gula aren, rumput laut singkong dan

pisang serta produk olahan kelapa tetap dikembangkan dan diperluas

pemasarannya.

Rangkuman

rencana pembinaan

Rancapinang dapt dilihat pada tabel dibawah:

lima tahun KTK

resort

Tabel 4.
Rencana Pembinaan Lima Tahun KTK Resort Rancapinang Periode 2018-2022
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
Pengembangan Pengembangan Pengembangan | Pengembangan Pengembangan
produk olahan | produk olahan | produksi  gula | produksi jahe | produksi kopi
kelapa singkong dan pisang | aren merah khas rancapinang
Target Mandiri: Target mandiri: Target mandiri: | Target mandiri: Target mandiri:
e Dapat membuat | ¢ Mengembangkan | e Dapat e Dapat e Dapat
nata de coco dan produk olahan membuat gula membuat membuat
minyak kelapa dari singkong dan semut dengan produk olahan produk olahan
e Dapat menjual pisang  sebagai kualitas yang jahe merah kopi  dengan
nata de coco dan makanan  ringan bagus berupa kualitas yang
minyak kelapa (kripik dengan | e Produksi gula minuman bagus
dengan kemasan variasi rasa manis aren batok bandrek instan | ¢ Dapat menjual
yang menarik gula aren, balado | tetap berjalan (dikombinasi produk  kopi
e Meningkatkan dan asin), dan| e Dapat dengan dengan
produksi nata de |  tepung dari bahan | menjual gula pengolahan kemasan yang
coco dan | dasar singkong | semut  dan gula  semut) menarik
minyak kelapa | (sebagai  bahan | gula  batok dengan
dengan dasar pembuatan dengan kualitas yang
menggunakan pakan ikan) kemasan yang bagus
pengolahan e Dapat  menjual menarik e Dapat menjual
teknologi kripik  singkong | e Meningkatka produk olahan
moderen dan pisang dalam n produksi jahe merah
kemasan yang dengan 1 unit dengan
menarik mesin kemasan yang
e Meningkatkan pembuat gula menarik
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produksi  keripik aren, 1 unit
dan tepung pisang mesin

dan singkong penepung dan
dengan 1 unit menis
pengolahan pengemas
menggunakan

teknologi moderm
(mesin penepung

dan mesin
perajang)
2. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan

di dalam dan sekitar kawasan TN. Ujung kulon yang dikelola oleh
KTK Cibadak
TAHUN PERTAMA
Prioritas untuk tahun pertama komoditas yang dikembangkan adalah budidaya
ikan air tawar. KTK Resort Cibadak bermaksud untuk mengembangkan potensi
desa yang ada berupa sumber air yang baik, dan lahan yang cukup untuk kegiatan
budidaya dan produksi ikan lele. Untuk penyediaan pakannya KTK Resort
Cibadak berusaha untuk menyediakan sendiri pakannya. Sehingga pembuatan
pelet ikan merupakan hal yang harus didalami oleh para anggotanya.
Disamping pengembangan ikan air tawar, anggota KTK mengembangkan pula
pengolahan singkong dan pisang menjadi tepung yang nantinya tepung tersebut
akan dijadikan bahan untuk pembuatan pelet ikan. Di desa Cibadak juga potensi
semut Rangrang atau yang sering disebut dengan kroto merupakan komoditas
yang banyak didapat di Cibadak. Budidaya kroto juga dimaksudkan untuk pakan
ikan lele yaitu sebagai sumber protein bagi ikan lele.
Di tahun pertama ini juga dikembangkan produk olahan kelapa mengingat potensi
kelapa banyak terdapat di Cibadak. Pemanfaatan HHBK di luar dan di dalam

kawasan hutan Taman Nasional berupa pengambilan buah melinjo dan
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pengolahan produk buah melinjo menjadi emping banyak dikembangkan di desa
Cibadak ini. Potensi ternak yang banyak dikembangkan di Cibadak adalah
budidaya bebek dengan memanfaatkan sumber pakan hasil produk sendiri.

Pohon aren merupakan komoditas yang banyak juga ditemukan di Cibadak.
Pohon aren diolah menjadi gula aren dan yang lebih tren sekarang adalah
pengolahan gula aren menjadi gula semut. Penanaman jahe merah di Cibadak juga
dilakukan di tahun pertama ini. Ternyata pengrajin patung badak berpotensi
dikembangkan di Cibadak, peningkatan pemasaran untuk patung terus dilakukan.
TAHUN KEDUA

Prioritas pengembangan di tahun kedua adalah pengembangan budidaya bebek,
masyarakat desa Cibadak, Tugu dan Kramatjaya banyak yang sudah
membudidayakan ternak bebek. Sementara pengembangan budi daya ikan air
tawar tetap dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi
ikan air tawar, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelet ikan dan memperluas
jangkauan pemasarannya.

Pengembangan budidaya kroto atau semut rangrang juga dilaksanakan di tahun
kedua mengingat jumlah kroto yang berpotensi di Cibadak. Pengembangan
produk olahan kelapa, produksi gula aren, penanaman jahe merah dan
pengembangan produksi patung badak dilaksanakan di tahun kedua ini.

TAHUN KETIGA

Prioritas utama yang dikembangkan di tahun ketiga ini adalah pengembangan
produksi melinjo menjadi emping dengan kualitas yang bagus dan diversifikasi

produk olahannya dengan rasa manis gula aren, balado dan rasa asin. Produksi
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emping dapat meningkat jika dalam pembuatannya dengan menggunakan
peralatan yang canggih.

Pengembangan budidaya bebek tetap dijalankan di tahun ketiga ini tentunya
dengan memperluas jangkauan pemasarannya. Pengembangan budidaya ikan dan
pelet ikan tetap dilaksanakan di tahun ketiga dengan tetap meningkatkan kualitas
dan kuantitasnya serta memperluas jangkauan pemasarannya. Pengembangan
produk olahan Kkelapa, produksi gula aren, penanaman jahe merah dan
pengembangan produksi patung badak dijalankan di tahun ketiga ini.

TAHUN KEEMPAT

Prioritas pengembangan di tahun ke empat ini adalah pengembangan produk
olahan kelapa, kelapa merupakan komoditas yang memiliki potensi banyak di
Cibadak ini. Kebanyakan masyarakat menjual langsung dalam bentuk butiran
kepada para tengkulak yang ada di desa. Di tahun keempat ini pengembangan
kroto, pengembangan singkong dan pisang, produksi gula aren, penanaman jahe
dan pengembangan patung badak tetap dilaksanakan.

TAHUN KELIMA

Prioritas di tahun kelima ini adalah pengembangan budidaya ternak kambing
karena kambing juga merupakan salah satu jenis komoditas yang sudah banyak
dibudidayakan di Cibadak. Pengembangan produk olahan kelapa, pengembangan
produksi melinjo, budidaya bebek, pengembangan gula aren menjadi gula semut,
pengembangan budidaya ikan lele dan pembuatan pelet ikannya masih tetap
dilaksanakan di tahun yang kelima ini. Rangkuman rencana pembinaan lima tahun
KTK resort Cibadak dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.
Rencana Pembinaan Lima Tahun KTK Resort Cibadak Periode 2018-2022
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Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
Pengembangan Pengembangan Pengembangan | Pengembangan Pengembangan
budidaya ikan air | budidaya bebek kerajinan produk olahan | budidaya ternak
tawar pangan melinjo | kelapa kambing
Target Mandiri: Target mandiri: Target mandiri: | Target mandiri: Target mandiri:

e Dapat e Dapat e Dapat e Dapat e Dapat
mengembangka mengembangkan membuat membuat nata mengembangk

n peternakan peternakan bebek emping de coco dan an peternakan

ikan air tawar dengan dengan minak kelapa kambing
e Dapat memanfaatkan kualitas yang dengan e Mengembangk

memproduksi sumber pakan bagus dan kualitas bagus an pembuatan
sendiri pellet hasil produksi varian  rasa | e Dapat menjual pupuk kompos
pakan ikan, baik sendiri manis  gula nata de coco

untuk konsumsi aren, balado dan  minyak

peternakan dan asin kelapa dengan

maupun  untuk Dapat kemasan yang

dijual menjual menarik
e Meningkatkan emping e Meningkatkan

produksi pellet dengan produksi nata

ikan dengan kemasan yang de coco dan

pengeolahan menarik minyak kelapa

menggunakan Meningkatka dengan

teknologi n  produksi menggunakan

moderen (mesin dengan penglahan

pencetak pellet peralatan teknologi

ikan) pembuatan modern

emping yang
layak

3.

KTK Resort Padali

TAHUN PERTAMA

Prioritas pertama yang dikembangkan di

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan

di dalam dan sekitar kawasan TN. Ujung kulon yang dikelola oleh

tahun pertama adalah

pengembangan produksi gula aren menjadi gula semut. Produksi gula aren

menjadi prioritas pertama adalah bahwa pohon aren potensinya banyak di Padali,

dan masyarakat sudah banyak yang mengembangkan gula aren. Di tahun 2018 ini
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KTK Resort Padali rencananya akan mengembangkan gula aren menjadi gula
semut. Sekarang ini produk gula semut sedang lagi ngetrend, banyak hotel-hotel
yang mencampur minuman seperti kopi dan teh dengan gula semut. Selain
memproduksi gula semut, gula aren dalam bentuk batok juga masih tetap
diproduksi. Pengembangan melinjo dan kolang-kaling dijalankan mulai dari tahun
pertama untuk dikembangkan di tahun berikutnya. Singkong dan pisang memiliki
potensi yang melimpah di Padali, sehingga singkong dan pisang dapat dijadikan
tepung sebagai dasar pembuatan pelet ikan. Di tahun pertama juga dilakukan
penanaman jahe merah di pekarangan rumah anggota agar tersedia bahan baku
pembuatan bandrek dan produk olahan jahe lainnya.
TAHUN KEDUA

Melinjo merupakan komoditas yang melimpah di Padali ini sehingga
prioritas pertama yang dikembangkan di tahun kedua adalah pengembangan buah
melinjo menjadi emping dengan diversifikasi rasa balado manis gula aren dan
asin. Pohon aren dan kolang-kalingnya juga dikembangkan di tahun kedua ini.
Singkong dan pisang cukup melimpah tersedia di Padali ini sehingga di tahun
kedua singkong dan pisang dikembangkan menjadi produk olahan keripik pisang
dan keripik singkong. Jahe merah, bambu juga merupakan potensi yang me
limpah sehingga pengembangannya dilaksanakan pula di tahun kedua ini.
Budidaya ternak ikan dan bebek juga dilaksanakan di tahun kedua ini karena ikan
dan kambing sudah banyak yang mengembangkannya. Disamping itu KTK Resort
Padali juga melakukan penanaman tanaman jenis-jenis seperti aren, kemiri dan
picung yang merupakan tanaman endemik yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat.
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TAHUN KETIGA

Prioritas yang dikembangkan di tahun ketiga adalah pengembangan
singkong dan pisang menjadi keripik dan tepung sebagai bahan dasar pembuatan
pelet ikan. Melinjo cukup melimpah juga terdapat di Padali ini, pengembangan
melinjo menjadi emping dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya bila
dikemas dengan kemasan yang menarik dan dibuatnya menggunakan peralatan
yang cukup modern. Produksi gula aren dan pengolahan kolang-kaling tetap
dilaksanakan di tahun yang ketiga. Penanaman jahe, pengolahan bambu, budidaya
ikan dan ternak bebek serta peneneman tanaman endemik juga tetap dilaksanakan
di tahun ketiga ini.
TAHUN KEEMPAT

Prioritas pertama yang dikembangkan di tahun keempat adalah
pengembangan jahe merah menjadi produk olahan bandrek dicampur dengan
manisnya gula semut merupakan minuman yang selain menghangatkan tubuh bisa
juga sebagai obat untuk menyembuhkan masuk angin. Pengembangan melinjo,
gula aren, kolang-kaling, budidaya ikan dan bebek serta pembibitan tanamana
endemik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tetap dijalankan di tahun
keempat ini.
TAHUN KELIMA

Prioritas yang dikembangkan di tahun kelima adalah pengembangan
pengolahan bambu dengan membuat produk kerajinan bambu seperti tusuk sate,
sumpit, hiasan dan alat perlengkapan rumah tangga. Bambu merupakan komoditi
yang banyak juga dijumpai di KTK Resort Padali ini. Selain pengembangan

bambu, pengembangan jahe, gula semut, kolang-kaling, budidaya ikan dan bebek,



pengembangan melinjo,

penanaman
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tanaman endemik untuk kebutuhan

masyarakat juga tetap dilaksanakan di tahun kelima ini. Rangkuman rencana

pembinaan lima tahun KTK resort Padali dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.
Rencana Pembinaan Lima Tahun KTK Resort Padali Periode 2018-2022
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
Pengembangan Pengembangan Pengembangan | Pengembangan Pengembangan
produksi gula aren | kerajinan pangan | produksi olahan | produksi jahe | pengolahan
melinjo singkong  dan | merah bambu
pisang
Target Mandiri: Target mandiri: Target mandiri: | Target mandiri: Target mandiri:
e Dapat membuat | ¢ Dapat membuat | e« Dapat e Dapat e Dapat
gula semut emping  dengan membuat membuat membuat
dengan kualitas kualitas yang produk  dari produk olahan produk
yang bagus bagus dengan olahan jahe merah kerajinan dari
e Produksi gula varian rasa manis singkong dan (bandrek bambu (tusuk
aren batok tetap gula aren, balado pisang berupa dengan olahan sate, sumpit,
berjalan dan asin keripik gula  semut) perlengkapan
e Dapat menjual | Dapat  menjual dengan dengan rumah tangga,
gula semut dan emping  dengan kualitas yang kualitas yang hiasan, dlI)
gula aren batok kemasan yang bagus dan bagus e Dapat menjual
dengan kemasan menarik meningk varian  rasa | e Dapat menjual produk
yang menarik atkan  produksi manis  gula produk olahan berbahan baku
e Meningkatkan dengan peralatan | aren, balado jahe  merah bambu dengan
produksi dengan pembuatan dan asin dengan kualitas yang
1 unit mesin emping yang | e Dapat kemasan yang bagus
penepung dan 1 layak menjual menarik
unit mesin keripik
pengemas singkong dan
o pisang dengan
kemasan yang
menarik
e Meningkatka
n produksi

dengan 1 unit
mesin
perajang




100

4. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan
di dalam dan sekitar kawasan TN. Ujung kulon yang dikelola oleh
KTK Resort Kopi
TAHUN PERTAMA
Prioritas pengembangan di tahun pertama untuk KTK Resort Kopi adalah
pengembangan budidaya kambing, mereka memilih beternak kambing karena
selain sudah ada anggota yang mengembangkan, pemasarannya pun sudah ada
dan hasil penjualannya lumayan cukup tinggi terutama pada saat-saat hari raya.
Dengan berbekal keuntungan yang besar itulah kenapa mereka menjadikan
budidaya kambing sebagai prioritas di tahun pertama. Selain budidaya kambing,
potensi yang tidak kalah banyaknya adalah budidaya ikan air tawar. Memang
untuk budidaya ikan anggota kelompok belum memiliki keahlian yang memadai,
serta kondisi alamnya yang kurang mendukung untuk pengembangannya. Jahe
merah merupakan komoditas yang cukup melimpah di KTK Resort Kopi ini,
sehingga penanaman jahe terus dilaksanakan mulai dari tahun pertama ini. Selain
jahe, anggota juga mengembangkan tanaman palawija karena palawija merupakan
komoditi yang sehari-hari diperlukan oleh konsumsi masyarakat sendiri.
TAHUN KEDUA
Prioritas pertama yang dikembangkan di tahun kedua adalah

pengembangan lebah madu, potensi lebah madu sudah ada di KTK Resort Kopi
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tinggal pembudidayaannya saja yang memerlukan sentuhan pelatihan supaya
keterampilan anggota mengenai madu ini dapat lebih ditingkatkan. Budidaya
jamur merang, pengembangan holtikultura dan pengembangan palawija.
TAHUN KETIGA

Prioritas pengembangan di tahun ketiga adalah pengembangan bambu
menjadi kerajinan tangan seperti tusuk sate, bilik matawali, sumpit, peralatan
rumah tangga dan hiasan. Bambu dijadikan prioritas di tahun ketiga ini karena
potensi bambu di Kopi ini cukup memadai. Pengembangan gula aren pun dapat
dijalankan di tahun ketiga ini. Pengembangan tanaman hias dan pengembangan
palawija tetap dapat dijalankan di tahun ketiga ini.
TAHUN KEEMPAT

Prioritas pengembangan di tahun keempat adalah budidaya bebek bertelur,
menurut anggota KTK Resort Kopi pemasarannya cukup lumayan, penjualan
didalam atau secara internal juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
sendiri. Pengembangan tanaman obat, pengembangan jahe merah dan
pengembangan palawija tetap dijalankan di tahun keempat ini.
TAHUN KELIMA

Prioritas pengembangan di tahun kelima ini adalah budidaya tanaman obat,
KTK Resort Kopi memiliki potensi tanaman obat yang banyak sehingga dapat
dikembangkan di tahun kelima. Disamping tanaman obat, pengembangan jahe
merah, pengembangan bambu dan pengembangan palawija tetap dijalankan pada
tahun kelima ini. Rangkuman rencana pembinaan lima tahun KTK resort Kopi
dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.
Rencana Pembinaan Lima Tahun KTK Resort Kopi Periode 2018-2022
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Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
Pengembangan Pengembangan lebah | Pengembangan | Pengembangan Pengembangan
budidaya  ternak | madu produksi bambu | budidaya bebek | budidaya tanaman
kambing telur obat
Target Mandiri: Target mandiri: Target mandiri: | Target mandiri: Target mandiri:

e Dapat e Dapat e Dapat e Dapat e Dapat
mengembangka mengembangkan membuat mengembangk melakukan
n peternakan lebah madu produksi an  budidaya penanaman
kambing kerajinan dari bebek telur tanaman obat
Pengembangan bambu e Dapat menjual dilahan  milik
budidaya jamur | e Dapat telur bebek warga
merang menjual dengan olahan | e Dapat
Target mandiri produk telur asin dan mengembangk
e Dapat berbahan telur  bebek an tnaman
mengembangkan baku bambu biasa obat dikemas
budidaya  jamur dengan rapi dan bagus
merang kualitas bagus
5. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan

KTK Resort Katapang

TAHUN PERTAMA

di dalam dan sekitar kawasan TN. Ujung kulon yang dikelola oleh

Prioritas pengembangan di tahun pertama untuk KTK Resort Katapang

adalah pengembangan budidaya ikan air tawar, KTK memilih pengembangan

pada budidaya ikan air tawar adalah anggota KTK sudah ada lahan untuk

mengembangkan ikan. Disamping ikan, dikembangkan juga lebah madu yang

memang memiliki potensi atau sudah dikembangkan. Kroto atau semut rangrang

berpotensi juga dikembangkan di KTK Katapang ini, kroto atau semut rangrang

bisa dijadikan pelett ikan. Pengembangan bambu, budidaya tanaman anggrek juga

bisa mulai dijalankan di tahun pertama.

TAHUN KEDUA
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Prioritas pengembangan di tahun kedua adalah budidaya kelapa menjadi
produk makanan seperti nata de coco, minyak kelapa dan ada pula yang dijual
secara utuh. Kelapa merupakan komoditas yang cukup melimpah tersedia di KTK
Resort Katapang. Pengembangan melinjo menjadi produk pengembangan
budidaya cabe tetap dijalankan di tahun kedua ini.

TAHUN KETIGA

Prioritas pengembangan di tahun ketiga ini adalah pengembangan
budidaya ayam kampung, dimana ayam kampung banyak dikembangkan oleh
masyarakat sekitar KTK Resort Katapang. Pengembangan budidaya jamur pun
mulai dijalankan di tahun ketiga ini. Pengembangan melinjo, bambu, kambing dan
budidaya cabe tetap dijalankan di tahun ketiga ini.

TAHUN KEEMPAT

Prioritas pengembangan di tahun kelima adalah pengembangan produk
olahan kacang kedelai menjadi tempe, kebutuhan akan tempe sebagai sumber
protein banyak diminati oleh warga masyarakat. Pengembangan budidaya ayam
kampung, pengembangan produk bambu, pengembangan melinjo, budidaya
anggrek dan budidaya cabe tetap dijalankan di tahun keempat ini.

TAHUN KELIMA

Prioritas pengembangan di tahun kelima ini adalah pengembangan aren
menjadi gula aren, pengembangan sumber mata air Cihonje menjadi produk air
mineral. Pengembangan budidaya ayam kampung, budidaya anggrek,
pengembangan melinjo dan pengembangan cabe tetap dijalankan di tahun kelima.
Rangkuman rencana pembinaan lima tahun KTK resort Katapang dapat dilihat

pada tabel dibawah:



104

Tabel 4.
Rencana Pembinaan Lima Tahun KTK Resort Katapang Periode 2018-2022
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
Pengembangan Pengembangan Pengembangan | Pengembangan Pengembangan
budidaya ikan air | budidaya kelapa budidaya ayam | produk olahan | pohon aren
tawar kampung kacang kedelai
Target Mandiri: Target mandiri: Target mandiri: | Target mandiri: Target mandiri:
e Dapat e Dapat mengolah | e Dapat e Dapat e Dapat
mengembangka kelapa  menjadi mmengemban mengembangk melakukan
n peternakan minyak  dengan gkan an produk penanaman
ikan air tawar kualitas yang budidaya olahan kacang pohon aren
bagus ayam kedelai
Dapat  menjual kampung menjadi  tahu
produk olahan dan tempe
kelapa dengan
kemasan yang
menarik

6.

TAHUN PERTAMA

KTK Resort Taman Jaya

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan

di dalam dan sekitar kawasan TN. Ujung kulon yang dikelola oleh

Prioritas pengembangan di tahun pertama adalah pengembangan tanaman

pepaya California. KTK memilih pengembangan pepaya karena salah satu

anggota sudah mempunyai plot percontohannya. Selain sudah memiliki lahan

pemasaran untuk pepaya California ini cukup mudah karena anggota sudah

memiliki pangsa pasarnya, sehingga ketika sudah panen kelompok sudah

langsung ada yang membeli. Berdasarkan pengalaman kelompok ketika panen

buah pepayanya kadang tidak sampai memenuhi pasar diluar Tamanjaya, padahal

kebutuhan akan pepaya sangat banyak. Selain fokus pada pepaya, kelompok juga
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mengembangkan budidaya ikan air tawar, penanaman albasiah, penanaman jahe
merah dan penanaman palawija mulai dijalankan di tahu pertama.
TAHUN KEDUA

Prioritas pengembangan di tahun kedua adalah pengembangan jahe merah
yang akan diolah menjadi bandrek, pengembangan melinjo menjadi produk
olahan emping dapat dijalankan pula di tahun kedua ini. Pengembangan budidaya
ikan, pengembangan albasiah dan pengembangan palawija tetap dapat
dikembangkan di tahun kedua ini.
TAHUN KETIGA

Prioritas pengembangan di tahun ketiga adalah pengembangan produk
olahan melinjo menjadi emping dengan berbagai varian rasa antara lain rasa manis
gula aren, rasa balado dan rasa asin. Pengembangan budidaya ikan air tawar tetap
dijalankan, sementara pengembangan persemaian albasiah, pengembangan rumput
laut, dan pengembangan jahe merah tetap dijalankan di tahun ketiga.
TAHUN KEEMPAT

Pengembangan kelapa menjadi prioritas di tahun keempat karena kelapa
merupakan komoditi yang cukup melimpah di Tamanjaya ini. Selain itu
pengembangn melinjo, budidaya ikan, persemaian albasiah tetap berjalan.
TAHUN KELIMA

Prioritas pengembangan di tahun kelima ini adalah pengembangan rumput
laut karena rumput laut juga merupakan potensi yang ada di Tamanjaya. Selain itu
pengembangan jahe merah, melinjo, budidaya ikan dan pengembangan palawija

tetap dapat dijalankan di tahun ini.
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Untuk mengimplementasi kebijakan prioritas pembangunan kehutanan

diatas, maka dalam tahun 2010 hingga sekarang Balai TN. Ujung Kulon akan

melaksanakan Progam kemitraan dalam konservasi pengelolaan lahan garapan di

kawasan TN. Ujung Kulon. Progam konservasi pengelolaan lahan garapan

memiliki tujuan untuk meningkatkan

‘kemandirian’

pengelolaan kawasan

konservasi, terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati, dan hak-hak negara

atas kawasan dan hasil hutan, serta meningkatnya penerimaan negara dan

masyarakat dari kegiatan konservasi sumber daya alam. Rangkuman rencana

pembinaan lima tahun KTK resort Katapang dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.
Rencana Pembinaan Lima Tahun KTK Resort Tamanjaya Periode 2018-2022
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5

Pengembangan Pengembangan Pengembangan | Pengembangan Pengembangan

budidaya pepaya budidaya jahe merah | produksi produksi kelapa produksi  rumput

melinjo laut

Target Mandiri: Target mandiri: Target mandiri: | Target mandiri: Target mandiri:

e Dapat e Dapat melakukan | e Dapat e Dapat menjual | ¢ Dapat
memperbanyak penanaman jahe membuat kelapa dalam meningkatkan
produksi  buah merah di lahan produk olahan bentuk butiran kualitas  dan
pepaya anggota KTK melinji dengan jumlah kuantitas

e Dapat untuk dijual menjadi yang banyak rumput laut
memasarkan mentah dan emping (rasa | ¢ Memperluas e Dapat
buah pepaya produk olahan original dan jaringan memperluas
sampai ke luar bandrek rasa balado) pemasaran jaringan
daerah e Dapat pemasaran

menjual dampai ke luar
emping daerah
dengan

kemasan yang
menarik




BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat temuan lapangan yang
dapat penulis simpulkan ditinjau dari segi Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan,

Responsivitas dan Ketepatan, sebagai berikut :

1. Aspek afektivitas kebijakan kemitraan konservasi membantu para pelaku
kegiatan memaksimalkan hasil produksi dan promosi, sehingga dapat
menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat mempromosikan hasil
produksi ke daerah yang lebih luas sehingga dapat dikenal oleh masyarakat
luas. Output dari pelaksanaan kegiatan program kemitraan konservasi yang
menghasilkan TKT yang dilakukan oleh Balai TNUK di Kabupaten
Pandeglang telah sesuai dengan target yang direncanakan dan berdampak
pada masyarakat yang sejahtera. Maka dapat ditarik kesimpulan efektivitas
program kemitraan konservasi berjalan secara optimal, karena telah
memberikan output yang positif, yaitu sesuai dengan tujuan program UMKM
yaitu membantu para pelaku kegiatan program kemitraan menjadi lebih baik
dari sebelumnya sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan.

2. Aspek efesiensi kebijakan kemitraan konservasi yang dilakukan oleh Balai

TNUK dilihat dari sisi anggaran yang dibutuhkan dalam menunjang program
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Kemitraan Konservasi masih dikatakan kurang, dikarenakan anggaran yang
minim hanya dialokasikan untuk kegiatan teknis (bimtek) yang berbentuk
sosialisasi dan promosi, tidak untuk membantu para pelaku kegiatan KTK
dalam permodalan untuk menjalankan usahanya. Maka dapat disimpulkan
efisensi pengelolaan anggaran program kemitraan konservasi masih belum
optimal.

. Aspek kecukupan kebijakan kemitraan konservasi dalam pembinaan yang
dilakukan oleh Balai TNUK terhadap KTK masih terdapat kekurangan dari
segi hubungan kerjasama dalam pelayanan yang diberikan oleh pihak balai
selaku penyelenggara, yaitu masih kurangnya bantuan pengadaan fasilitas
sarana dan prasarana dalam pemberian bantuan terhadap KTK untuk
melaksanakan kegiatannya dalam memproduksi hasil usahanya, karena pihak
Balai TNUK hanya melakukan program pembinaan saja.

. Aspek perataan kebijakan kemitraan konservasi dalam melakukan program
kegiatan yang dilaksanakan dari 7 KTK sudah dilakukan pemerataan kepada 4
KTK dengan bentuk program pembinaan seperti sosialisasi bimbingan teknis
terkait permasalahan produksi, pengelolaan, pelestarian, dan promosi. Maka
dapat disimpulkan pemerataan kebijakaan kemitraan konservasi yang
dilakukan oleh Balai TNUK belum optimal.

. Aspek Responsitivas kebijakan kemitraan konservasi berdasarkan pernyataan
beberapa masyarakat dan pelaku kegiatan KTK dinilai dapat membantu dalam

segi pemahaman, kemampuan dan promosi bagi pelaku usaha dan masyarakat
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di sekitar TNUK karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakan dan taraf
suatu daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa responsivitas kebijakan
kemitraan konservasi sudah berjalan dengan optimal karena didukung oleh
masyarakat yang menjadi pelaku kegiatan KK dan pelaku usaha.

6. Aspek ketepatan kebijakan kemitraan konservasi pada output yang dihasilkan
pada program Kemitraan Konservasi dapat membantu mengelola pelestarian
hutan, dan dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Kemitraan
Konservasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan
memberikan sosialisasi bimbingan teknis dapat mengubah pola pikir pelaku
kegiatan untuk mengelola dan mengembangkan kegiatannya. Dengan
demikian kemitraan konservasi dianggap memiliki peran strategis dalam
menangani pengelolaan Taman Nasional. Maka dapat dikatakan program
Kemitraan Konservasi yang sedang dijalankan telah sesuai sasaran atau tepat

Sasaran.

Dari semua indikator yang didapat dilapangan dapat disimpulkan bahwan
Pelaksanaan program kemitraan Konservasi dalam kegiatan pengelolaan kawasan
Taman Nasional (TN) dengan Kelompok Tani Konservasi (KTK) sudah berjalan dan
telah menghasilkan beberapa pelaku kegiatan dari kelompok tani konservasi dan
berjalan sampai sekarang walupun belum optimal. Hasil dari program kemitraan yang
dilakukan oleh Balai TNUK dan KTK telah menghasilkan dampak yang positif bagi

masyarakat di sekitar kawasan TN. Dengan bimbingan teknis berbentuk sosialisasi
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dan promosi, pelaksaanan program kemitraan sangat efektif untuk dilakukan karena

telah memberikan hasil yang signifikan positif.
5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh daripenelitian di atas, maka peneliti

memberikan saran, yaitu :

1. Dalam segi anggaran untuk menganggarkan dananya jangan hanya untuk
pelaksanakaan sosialisasi disetiap kegiatan yang sudah direncanakan saja,
akan tetapi dari pihak balai harusnya setiap pelaksanaan kegiatan untuk para
pelaku kegiatan yang ada harusnya ada dana bantuan demi berkembangnya
suatu kegiatan dan mempererat kerjasama antara pihak balai TN dengan
kelompok- kelompok serta masyarakat.

2. Berikut dari pihak balai Tidak hanya melakukan sosialisai akan tetapi harus
sering memberikan pelatihan keterampilan bagi para pelaku kegiatan agar
para pelaku kegiatan untuk ke depannya dapat melakukan kegiatannya dengan
mandiri dan dari pihak balai tinggal melakukan pengawasan saja

3. Tindak lanjutnya dari pihak balai harus sering melakukan monitoring dari
setiap pelaksanaan Kkegiatan-kegiatan dari sang pelaku kegiatan demi

berjalannya suatu program.
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MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama > Mukri

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Kelompok Tani Konservas (KTK) Resort Padali
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar bahwa dil aksanakan wawancara untuk keperluan penelitian yang
dilakukan oleh nama sebagaimanatersebut di bawah ini :

Nama : Danang Wahid Salim
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : FISIP

NIM 1 6661111744

Dan sayatidak berkeberatan apabila nama dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan
keabsahan dalam penelitian ini

Q : Pencapaian target pengel olaan kawasan mengenai kebijakan kemitraan konservasi guna
melakukan penanganan?

A : Berbicaramengenai pencapaian target dari kebijakan kemitraan konservasi untuk saat ini
dari hasil lapangan cukup mendapatkan hasil yang positif. Karena dengan adanya kebijakan
ini membantu mereka para pelaku kegiatan bisa melakukan kegiatannya dengan lebih baik
dan semoga untuk kedepannya dengan adanya kebijakan ini banyak membantu serta
mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

Q : Bentuk pelaksanaan kebijakan (dukungan sdm, finansial) ?

A : Kita pertama namanya ada pelatihan untuk para pelaksana kegiatan dukungan sumber
daya manusia sangat mendukung untuk pelaksanaan dan untuk urusan finansial kita dari
pihak balai beserta pusat Badan Lingkungan Hidup dan K ehutanan sudah mengatur urusan
finansia untuk setiap pel aksanaan kegiatan

Q : Perkembangan tujuan kebijakan mencakup kendalayang ada ?

A : Dengan perkembangan untuk kendala-kendala yang ada dengan kebijakan yang telah
dihadirkan banyak perkembangan dengan adanya kebijakan kemitraan konservasi, setiap
adanya kendala secara keseluruhan baik dari pihak kami dan masyarakat bekerjasama
menyel esaikan kendala yang ada.

Q: Peran sertamasyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan ?



A : dalam peran serta masyarakat membantu melaksanakan pengel olaan konservasi terhadap
kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sangatlah baik, karena banyaknya partisipasi dari
masyarakat disekitaran kawasan yang membantu pel aksanaan kebijakan

Q : Ketepatan waktu pelaksanaan kebijakan ?

A : dalam waktu pelaksanaan disetiap kegiatan yang sudah direncanakan menurut Bapak sih
cukup tepat dalam pelaksanaan, dikarenakan disetiap adanya kegiatan dilapangan contohnya
sosialisas dan yang lainnya dari pihak kami langsung sigap bergerak melakukan pelaksanaan
kegiatan.

Q : Kecepatan dalam menjaankan kebijakan sesuai target perencanaan dan manfaat yang
Dihasilkan ?

A : Belum ukurannya maksimal dengan yang di rencanakan, bahkan kalau kita di resot padali
sebetulnya kebijakan diantara penggarap dengan KTK tadi baru dilaksanakan sekarang-
sekarang ini pada tahun-tahun sebelumnya belum maksimal dilaksanakan seperti tahun 2018
dan padaintinya sampai sekarang pun pelaksanaanya belum maksimal.

Q : Anggaran biaya yang digunakan dalam pel aksanaan kebijakan ?

A : Dalam pelaksanaan program ini pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku kegiatan
yang mengikut program ini itu tidak ada, karena kita hanya menganggarkan untuk bimbingan
teknis sgja, seperti sosialisas dan promosi, dan untuk memberikan langsung itu tidak ada,
jikalaupun untuk masalah anggaran biaya yang diberkan untuk para pelaku kegiatan, balai
paling merekomendasikan para pel aku kegiatan tersebut untuk mendapatkan anggaran dana

Q : Kebijakan mampu mengendalikan dan memenuhi kebutuhan atas penanganan kemitraan
kepada masyarakat yang membuat |ahan garapan di sekitar kawasan TNUK ?

A : Belum berjalan dan belum memenuhi kebutuhan atas penanganan kemitraan ke
masyarakat.

Q : Kecukupan pengawasan kebijakan ?

A : Sementara yang sudah kelewat diantara hampir 2 tahun ini berjalan kalau penanganan
antara pemanduan antara pendampingan anggaplah cukup bagus gitulah sementaraini bahkan
kita sedikit demi sedikit mengelola diantara gula yang diproduksi yaitu gula semut. Jadi
walaupun sedikit demi sedikit tadinya modal terbatas alhamdulillah sampai sekarang berjalan

Q : Tanggapan terkait proses pelaksanaan kebijakan ?

A : Tanggapannya biasa biasa sgja dianggapnya maksimal tidak dianggapnya sedang-sedang
sgjadi antara meningkat atau merendah dibilang belum ada perubahan itu tanggapan
sementara dari kami pihak pelaku

Q: interaks sosia dari masyarakat dengan adanya kebijakan yang dibuat?

A : Bagusjustru sangat bagus diantara masyarakat diantara adanya kebijakan kemitraan jadi
dari kami KTK lebih dekat dengan masyarakat, bahkan direncanakan ada bagi hasil dari



pihak HHBK disalurkan melalui sosialisasi jadi menurut masyarakat itu bagus bahkan kita
kerjasama dengan kepala desa cukup bagus jadi ngerangkap

Q : Ketepatan antara tujuan dan manfaat?

A : Mungkin sudah kecapai mah kecapai tujuan karena bagus itu rencanainikan dilantaran
pel aksanaannya belum maksimal.



MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutrawi

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Kelompok Tani Konservas (KTK) Resort Kopi
Jenis Kelamin > Laki-laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian yang
dilakukan oleh nama sebagaimanatersebut di bawah ini :

Nama : Danang Wahid Salim
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : FISIP

NIM 1 6661111744

Dan sayatidak berkeberatan apabila nama dalam penelitian ini dicantumkan gunakeperluan
keabsahan dalam penelitian ini

Q : Pencapaian target pengel olaan kawasan mengenai kebijakan kemitraan konservasi guna
melakukan penanganan?

A : Bicaramasalah pencapaian target tentu program Mitra Konservasi yang di hadirkannya
KTK ini telah menghasilkan dampak yang sangat positif, datanya ada dikita, ini riil kita
sapatkan dilapangan, karena seperti membantu para pihak pelaku kegiatan dalam
mengekspansi kegiatan mereka menjadi lebih baik dan tentunya mendapatkan kerjasama
yang baik sebelumnya. Karena bahwa sebenarnya para pel aku kegiatan khusunya di sekitar
kawasan TN ini sudah banyak menghasilkan produk yang berkualitas, hanya sgja pengel olaan
produks dan keuangan serta promosi masih kurang.

Q : Bentuk pelaksanaan kebijakan (dukungan sdm, finansial) ?

A : Kitapertama namanya ada pel atihan untuk para pelaksana kegiatan dukungan sumber
daya manusia sangat mendukung untuk pel aksanaan dan untuk urusan finansial kita dari
pihak balai beserta pusat Badan Lingkungan Hidup dan K ehutanan sudah mengatur urusan
finansia untuk setiap pel aksanaan kegiatan

Q : Perkembangan tujuan kebijakan mencakup kendalayang ada ?

A : Perkembangan tujuan sih berkembang a dengan adanya kendala, cumadisini kami dari
masyarakat ingin dari pihak balai mel aksanakan tugasnya dengan baik agar tujuan kebijakan
tersebut berkembang



Q : Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan ?

A : peranan masyarakat dalam penyelenggaraan cukup bagus disetiap kegiatan-kegiatan dari
pihak balal justru dari masyarakat sendiri yang antusias dengan adanya kegiatan, namun
massyarakat harus sering di dampingi dan diberikan pelatihan oleh pihak balai

Q : Ketepatan waktu pelaksanaan kebijakan ?

A : sampa saat ini pelaksanaan kebijakan dibilang tepat waktu walaupun baru hanya 2 tahun
semoga kedepannya selalu seperti dan menjadi Iebih baik lagi. Walaupun banyak yang harus
di evaluasi kembali dari setiap kegiatan dan yang lainnya.

Q : Kecepatan dalam menjalankan kebijakan sesual target perencanaan dan manfaat yang
Dihasilkan ?

A : kalau membicarakan kecepatan dalam menjalankan kebijakan dibilang masih belum cepat
dan masih belum sesual target perencanaan, karena masih banyak yang harus di evaluasi
kembali oleh pihak balai dan KTK dari segi perencanaan kegiatan.

Q : Anggaran biaya yang digunakan dalam pel aksanaan kebijakan ?

A : Kalau ngomongin masalah anggaran ini sangat sensitive, tau sendiri kan kalau bilangnya
lebih emang kurang kalau dibilang kurang ya kurang gtu, jadi intinya anggaran yang kita
dapat itu masih tergolong kurang, karenarealisasinya jugakecil, namum seefisien mungkin
kita usahakan dengan anggaran yang ada program ini pun harus tetap berjalan, dan
Alhamdulillah program tersebut telah berjalan sesual dengan apa yang direncanakan

Q : Kebijakan mampu mengendalikan dan memenuhi kebutuhan atas penanganan kemitraan
kepada masyarakat yang membuat |ahan garapan di sekitar kawasan TNUK ?

A : dari berbicara tentang mampu mengendalikan dan memenuhi kebutuhan dengan adanya
kebijakan kemitraan ini sgja dari masyarakat merespon positif dengan adanya kebijakan ini,
pastinya dilihat dari sudut penilaian masyarakat terhadap kebijakan ini berarti mampu
mengendalikan dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

Q : Bagaimana K ecukupan pengawasan kebijakan ?

A : dari segi pengawasan bisa dibilang kurang pengawasan kitadisini a, justru kami disini
butuh sekali pengawasan dan pendampingan dari pihak balai.

Q : Bagaimana Tanggapan terkait proses pelaksanaan kebijakan ?

A : terkait tanggapan dari proses pelaksanaan saya disini hanya sebagal masyarakat disekitar
kawasan memiliki hak untuk memberikan saran kepada pemerintah sekaligus untuk balai
yang menaungi wilayah kami. Selamaini dari tahap kegiatan yang dilaksanakan oleh para
pihak balai cukup memuaskan dari setiap kegiatan-kegiatan yabg ada terutama untuk
kebijakan kemitraan saya disini menanggapi sangat positif dengan di hadirkannya kebijakan
ini cukup membantu permasl ahan-permasalahan yang ada di kawasan TN.



Q : Bagaimanainteraks sosial dari masyarakat dengan adanya kebijakan yang dibuat?

A : nah justru sangat bagus dengan adanya pel aksanaan kebijakan ini interaksi sosial antara
pihak balai dengan masyarakat terjalin kerjasama dan komunikasi yang lebih baik.

Q : Bagaimana K etepatan antara tujuan dan manfaat?

A :sementaraini hampir sekian lama kalau penanganan antara pemanduan dan pendampingan
anggaplah cukup bagus bisa dibilang ketepatan antara tujuan dan manfaat sudah dibilang
cukup lumayan.



MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Kardi
Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian yang
dilakukan oleh nama sebagaimanatersebut di bawah ini :

Nama : Danang Wahid Salim
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : FISIP

NIM 1 6661111744

Dan sayatidak berkeberatan apabila nama dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan
keabsahan dalam penelitian ini

Q : Pencapaian target pengel olaan kawasan mengenai kebijakan kemitraan konservasi guna
melakukan penanganan?

A : Dari kami masyarakat mah belum tahu yah a urusan mencapai target apa belum dalam
melakukan penanganan terhadap kebijakan kemitraan ini, hanya kata bapak mah cukup bagus
dengan adanya kebijakan kemitraan ini.

Q : Bentuk pelaksanaan kebijakan (dukungan sdm, finansial) ?

A : Untuk bentuk dukungan dari sumber daya manusia dan finansial sudah dibilang
memenuhi syarat, tinggal dari diri masyarakat untuk bersama membenahi akan pentingnya
hutan bagi kelangsungan hidup kita

Q : Perkembangan tujuan kebijakan mencakup kendala yang ada ?
A : Bagian dari perkembangan tujuan kebijakan mengenai kendala yang ada saat ini untuk

membenahi kendal a-kendala yang ada kita bereskanb terlebih dahulu, setelah kita benahi
satu-persatu ada kemungkinan timbulah perkembangan tujuan kebijakan.

Q : Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan ?

A : Dillihat dari tahapan yang dan hasil dari kebijakan yang ada untuk peranan masyarakat
dibilang sangat baik untuk saat ini, dan semoga untuk kedepannya akan menjadi lebih baik
lagi Q : Ketepatan waktu pel aksanaan kebijakan ?

A : sampai saat ini pelaksanaan kebijakan dibilang tepat waktu walaupun baru hanya 2 tahun
semoga kedepannya selalu seperti dan menjadi Iebih baik lagi. Walaupun banyak yang harus
di evaluasi kembali dari setiap kegiatan dan yang lainnya.



Q : Kecepatan dalam menjaankan kebijakan sesuai target perencanaan dan manfaat yang
Dihasilkan ?

A : Naah untuk urusan ketepatan waktu kalau dari kami pihak balai sudah melakukan
semaksimal mungkin dan bia dibilang ketepatan waktu dari kami sudah memenuhi peraturan
yang ada.

Q : Anggaran biaya yang digunakan dalam pel aksanaan kebijakan ?

A : Untuk masalah anggaran saat ini yang disediakan oleh pusat

untuk melaksanasankan otonomi kami sudah sesuai yang rencanakan

dan sudah digunakan sesual rencana yang telah kami buat

Q : Kebijakan mampu mengendalikan dan memenuhi kebutuhan atas penanganan kemitraan
kepada masyarakat yang membuat |ahan garapan di sekitar kawasan TNUK ?

A : Mungkin dari kami pihak balai dibilang sulit untuk mengendalikan dan memenuhi
kebutuhan atas penanganan kepada masyarakat, tapi justru dari masyarakat sendiri menilai
kebutuhan mereka sedikit demi sedikit terpenuhi.

Q : Bagaimana K ecukupan pengawasan kebijakan ?

A : dari segi pengawasan bisa dibilang kurang pengawasan kitadisini a, justru kami disini
butuh sekali pengawasan dan pendampingan dari pihak balai.

Q : Bagaimana Tanggapan terkait proses pelaksanaan kebijakan ?

A : Dari proses tanggapan dari masyarakat saat ini cukup baik dan positif untuk kebijakan
yang telah kami tuangkan dan sosialisasikan kepada mereka Q : Bagamanainteraks sosial
dari masyarakat dengan adanya kebijakan yang dibuat?

A : nah justru sangat bagus dengan adanya pel aksanaan kebijakan ini interaksi sosial antara
pihak balai dengan masyarakat terjalin kerjasama dan komunikasi yang lebih baik.

Q : Bagaimana K etepatan antara tujuan dan manfaat?

A :sementaraini hampir sekian lama kalau penanganan antara pemanduan dan pendampingan
anggaplah cukup bagus bisa dibilang ketepatan antara tujuan dan manfaat sudah dibilang
cukup lumayan.
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Bagaimana pencapaian target pengelolaan kawasan mengenai kebijakan
kemitraan konservasi guna melakukan penanganan?

Berbicara mengenai pencapaian target dari kebijakan kemitraan
konservasi untuk saat ini dari hasil lapangan cukup mendapatkan hasil
yang positif. Karena dengan adanya kebijakan ini membantu mereka para
pelaku kegiatan bisa melakukan kegiatannya dengan lebih baik dan
semoga untuk Kkedepannya dengan adanya kebijakan ini banyak
membantu serta mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

Bicara masalah pencapaian target tentu program Mitra Konservasi yang di
hadirkannya KTK ini telah menghasilkan dampak yang sangat positif,
datanya ada dikita, ini riil kita sapatkan dilapangan, karena seperti
membantu para pihak pelaku kegiatan dalam mengekspansi kegiatan
mereka menjadi lebih baik dan tentunya mendapatkan kerjasama yang
baik sebelumnya. Karena bahwa sebenarnya para pelaku kegiatan
khusunya di sekitar kawasan TN ini sudah banyak menghasilkan produk
yang berkualitas, hanya saja pengelolaan produksi dan keuangan serta
promosi masih kurang.

Dengan bekerjasama khusus dengan masyarakat banyak sekali hasil yang
membaik dengan adanya kebijakan ini. Sekarang hanya tinggal dari kami
yang harus mematangkan pendampingan, pembinaan, komunikasi dan
konsultasi dari pihak para pelaku kegiatan dilapangan bila kita ingin
mencapai target-target yang diinginkan.

Untuk pencapaian target pengelolaan mah sampai saat ini masih belum mencapai
target menurut bapak mah a, karena dari penanganannya masih belum optimal
dari pihak balai

Dari kami masyarakat mah belum tahu yah a urusan mencapai target apa
belum dalam melakukan penanganan terhadap kebijakan kemitraan ini,
hanya kata bapak mah cukup bagus dengan adanya kebijakan kemitraan
ini.




Bentuk pelaksanaan kebijakan (dukungan sdm, finansial) ?

Kita pertama namanya ada pelatihan untuk para pelaksana kegiatan
dukungan sumber daya manusia sangat mendukung untuk pelaksanaan
dan untuk urusan finansial kita dari pihak balai beserta pusat Badan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengatur urusan finansial untuk
setiap pelaksanaan kegiatan

Nah untuk program setelah mengikuti pelatihan itu kita akan bina. Setelah
dilatih dari saya untuk para pemula nah nantti mereka dibina dengan
diberikannya bantuan. Baik itu dari kementrian, maupun dari APBN
kabupaten, tapi kebanyakan dari kabupaten sedikit ya, kebanyakan dari
kementrian langsung jadi tergerak setelah dilatih mereka diperhtikan lagi
dengan cara bantuannya

Bagaimana Perkembangan tujuan kebijakan mencakup kendala yang ada
?

Oh kaya sosialisasi gitu tuh mah ada teh kapan ya pokoknya ada kali
etegah tahunan mah lupa sih. lya itu yang ngajak kita buat buka bisnis.
Atuh geh saya emang udah punya usaha sih udah lama. Tapi waktu abis
lahiran anak yg terahir berhenti produksi. sekarang baru mulai lagi

10

Berbicara kendala pasti ada kendalanya disetiap tujuan kebijakan karena
dengan kendala-kendala ini kami banyak belajar untuk bisa melaksanakan
kegiatan dengan lebih baik.

11

Tujuan kebijakan sih sampai saat ini sampai pada tujuannya a, justru dari
kendala tersebut kita disini belajar dari kendala jadi terjadilah
perkembangan pada tujuan kebijakan ini a.

12

Perkembangan tujuan sih berkembang a dengan adanya kendala, cuma
disini kami dari masyarakat ingin dari pihak balai melaksanakan tugasnya
dengan baik agar tujuan kebijakan tersebut berkembang

13

Bagaimana Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan ?

Iy

14

>

15

I3

16

Q2

A

KODING

Bagaimana Ketepatan waktu pelaksanaan kebijakan ?

Iy

Sebenernya kalau kesempatan itu bagaimana dia menyetarakan. Kalau
kesematan ini sudah leluasa jadi enggak ada diskriminatif yang arrtinya
ih, ini usaha ini gak bisa, hal ini yang namanya ini yang gak setara kan,
kita memberikan keleluasaa seluas-luasnya bahkan kita juga berupaya
seperti untuk memasarkan nanti kita mungkin dengan waralaba-waralaba.
Kita memang, ini juga apa namanya, memberikan masukan-masukan

17




waralaba itu supaya nanti bisa memberikan ruang untuk UMKM

Untuk kesempatannnya kalau setara itu standarnya kita lihat dari
kesetaraan setiap orang atau setiap masyarakat kan pengen ngikut,
namanya pelatihan, tapii kita mempunyai Kriteria tertentu, pertama dari
usia, yang kedua dari kemauan, jadi tidak ada hanya asal ikut ah saya
udah cukup umur 17 tahun tapi keinginannya tidak ada. Kebalikan, umur
udah 40 tahun tapi ada kemauan kita ikutan gitu nah disitu kriterianya
terbentur makanya tadi pendidikan juga minimal SLTP

18

Sudah setara sih, artiny setiap individu memiliki kesempatan untuk usaha.

17

Bagaimana Kecepatan dalam menjalankan kebijakan sesuai target perenca
dan manfaat yang dihasilkan ?

kalau untuk sekarang, pertama kan kita menciptakan orang itu ilmunya
dulu setelah itu kita berupaya melanjutkan bantuan permodalan tapi
melalui kementrian koperasi dan UMKM yang disebut dengan bantuan
program bagi wirausaha pemula. Itu sudah banyak yang mendapatkan.
Kita lakukan pendaftaran secara online nanti para pelaku usaha
mengantarkan proposal

22

Untuk peluang, nah ada dibidang pembinaan di bidang pemberdayaan.
Setelah kita, pelaku UMKM kita bentuk kita dorong di bagian
pemberdayaan apakah akan di dorong menjadi pelaku usaha mandiri,
apakah akan di dorong menjadi koperasi, membentuk koperasi nanti Kita
nih, kita arahkan atau kan pengen PK ja, pengusaha kecil sendiri gitu kan
nanti pembinaannya kita disini di UMKM Kkita bina kalau kecilya.

23

Ya dari pelatihan-pelatihan itu, ada penempatan usaha ya contohnya di
panimbang jaya sendiri kan ada pengolahan ikan ada di situ

24

Kalau dari desa sendiri ya untuk contoh dari nelayan mereka buat proj
kesana kita bantu tapi kalaau untuk dari desa sendiri ya itu kalau peluang

lagi ke masyarakatnya senndiri. Kalau untuk online kita hanya men
pengantar kaya surat keterangan domisili usaha, Kita bantu dari desa, kita h
buatkan pengantarnya saja. Semua surat keterangan usaha hanya

pengantarnya kita buat, kita bantu. Kalau untuk mempermudah ijin (
Selama ini untuk ijin UMKM tidak ada data, mereka secara pribadi b
kelompokan biasanya kecamatan minta data usaha perahun mereka juga }
kita suruh “daftar aja” mereka jawab enggak lah repot yang penting kita ju
Mereka kurang kesadaran untuk itu

25

Belum ukurannya maksimal dengan yang di rencanakan, bahkan kalau Ki
resot padali sebetulnya kebijakan diantara penggarap dengan KTK tadi
dilaksanakan sekarang-sekarang ini pada tahun-tahun sebelumnya b
maksimal dilaksanakan seperti tahun 2018 dan pada intinya sampai sekg
pun pelaksanaanya belum maksimal.

26

Bagaimana Anggaran biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan
?




Dalam pelaksanaan program ini pembiayaan yang diberikan kepada para
pelaku kegiatan yang mengikut program ini itu tidak ada, karena kita hanya
menganggarkan untuk bimbingan teknis saja, seperti sosialisasi dan
promosi, dan untuk memberikan langsung itu tidak ada, jikalaupun untuk]
masalah anggaran biaya yang diberkan untuk para pelaku kegiatan, balai
paling merekomendasikan para pelaku kegiatan tersebut untuk
mendapatkan anggaran dana

Kalau ngomongin masalah anggaran ini sangat sensitive, tau sendiri kan
kalau bilangnya lebih emang kurang kalau dibilang kurang ya kurang gtu,
jadi intinya anggaran yang kita dapat itu masih tergolong kurang, kareng
realisasinya juga kecil, namum seefisien mungkin kita usahakan dengan
anggaran yang ada program ini pun harus tetap berjalan, dan Alhamdulillah
program tersebut telah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan

A

KODING

Kebijakan mampu mengendalikan dan memenuhi kebutuhan atas
penanganan kemitraan kepada masyarakat yang membuat lahan garapan
di sekitar kawasan TNUK ?

inikan adaa yang pelatihan program kewirausahaan inikan seperti
pelatihan keterampilan dan pemasaran. ini kan maksudnya manajemennya
ini. Ini kan ada jadi itu kan diklat tentang peningkatan kewirausahaan dan
pengembangan usaha. Kemudian kadang-kadang ada pelatihan tentang
manajemen pengelolaan UMKM terus ada pelatihan packaging atau
merek artinya itu kan untuk pengembangan-pengembangan usaha
bagaimana merek itu supaya bisa dipatenkan kan begitu

29

Untuk diklat saya ddari tahu 2017 ada 3 kegiatan yang dilaksanakan yang
pertama kegiatan patung badak, bertempat di desa cigulis, batok kelapa,
sendal hotel, 30 orang dari kecamatan panimbang yang 2018 di
kecamatan panimbang pelatihan tata boga

30

ya itu program pelatihan yang dilakukan di citeureup kerajiinan kerang,
yang pembuatan abon, ikan, pernah dilakukan di Kecamatan panimbang
di 3 desa pernah ada di des panimbang jaya, desa citeureup, mekar sari,
itu kan 3 desa ya. Pelatihannya itu ya meliputi pelatihan dibidng pengrajin
olahannya gitu, contohnya bakso ikan, abon, ikan asin, yang lainnya juga
ada.

31

Ada banyak sih ada dari dinas koperasi, kmentrian-kementrian ada di
program tahun 2017 kemarin.

32

Belum berjalan dan belum memenuhi kebutuhan atas penanganan
kemitraan ke masyarakat.

33

Bagaimana Kecukupan terhadap pengawasan kebijakan ?

Kalo efektif pada saat itu sudah, tapi sasaran yang kita inginkan kan
belum 100% artinya gini, setelah dilatih orang ini mau enggak ini
mengembangkan usahanya gitu kan. Kadang-kadang masih stak mind gitu

kan. Nah makannya settelah ada pelatihaan nanti ada tindak lanjut

36




bagaimana sosialisasinya bagaimana gitu pembinaan kita katakan door to
door. Selain sasaran formal, sasaran informal, meninjau.

Efektif, kalau dari efektif saya lihat efektif, karena sudah menuju sasaran,
jadi dari pelaku UKM yang dari nol, tiba-tiba memiliki keahian nah itu
efekttif yang kedua kemauannya sangat besar, setelah kita latih mereka
membua hasil karya dari pelatihan terseut, maju gitu nah konsekuensinya
kita harus memantau contohnya mereka punya WA, ngasih gambar sama
kita, nanti kitta promosikan produknya.

37

Berjalan efektif sih, jadi sudah ada perubahan dari yang tadinya tidak ada
kkegiatan sekarang sudah ada kegiatan usahaanya

38

Sementara yang sudah kelewat diantara hampir 2 tahun ini berjalan kalau
penanganan antara pemanduan antara pendampingan anggaplah cukup
bagus gitulah sementara ini bahkan kita sedikit demi sedikit mengelola
diantara gula yang diproduksi yaitu gula semut. Jadi walaupun sedikit
demi sedikit tadinya modal terbatas alhamdulillah sampai sekarang
berjalan.

39

Belum effektif, jadi gini, merreka datang kesini sosialisasi, setelah
sosialisasi ya udah pulang, tidak ada keberlanjutan. Contohnya kaya gini,
setidaknya ada apa ya, setelah sosialisasi atau ini mereka memberikan
jalan entah itu lewat BUMDES entah itu lewat apa, kita produksi barang,
kita jual kemana gitu kan enak. Nahh ini kan tidak ada peluang kesana.
Hanya memberikan ni, ini, poin, poin, begitu

40

Q4

A

Bagaimana Perataan manfaat kebijakan ?

Iy

Nah gini, ini kalau kita lihat partisipasi masyarakatnya nah ini saya juga
belum bisa mengatakan 100% itu kan.

43

Untuk partisipasinya, ih alhamdulillah responnya kooperatif, cuman itu
aja kebanyakan itu jadi pesertanya terbatas cuman 30 orang sebenarnya
mah peserta yang pengen iku banyak. Dengan terbentur kriteria dan
anggarannya kan kita dibatas amggaran hanya segini, kriteria seperti ini

44

Sangat positif ya, sangat respnsif, iya dalam pelaksanaan kegiatan itu jadi
menerima masukan positif dari pemerintah

45

Untuk partisipasinya semangat, mereka semangat kadang dibatesi 20
orang atau 30 orang, padahal orang panimbang sendiri semangat, artinya
kalau tidk dibatasi akan lebih dari 30 orang untuk mengikuti pelatihan.
Dibatasi, minimal pendidikan iya, SMA sedangkan di panimbang sendiri
untuk luluusan SMA biasanya kerja keluar, yang itu ya pasti yang lulus
SD, lulus SMP gitu, tapi untuk pelatihan sendiri ya SMA. Kalau saya ya
lebih baik dibatasi dengan usia karna usia produktif lulus SD juga dia bisa
baca , bisa tulis.

46

Bu kita mah kalau kata desa hadir ya hadir siap lah sambil gendong anak
bawa anak rewel juga kalau dapat undangan mah. Apa lagi kalau di kasih

47




uang ya bu haha.. kita mah siap bu buat ikut berpartisipasi. Banyak yang
mau ikut, tapi kan di bates bu Cuma saya doang yang di sini yang di
undang kalau di RT ini, katanya yang punya usaha kecil-kecilan. lya saya
lulusan SMA bu. Ibu saya padahal pengen ikut juga, tapi gak di suruh
ikut.

Q5

A

Bagaimana Tanggapan terkait proses pelaksanaan kebijakan ?

Iy

kita menjalin hubungan terutama bagian permodalan kalau perbankan ,
tapi keliatannya perbankan juga punya otoritas tersendiri walaupun
pemerintah sudah mempunyai program KUR dan tetap persyaratan untuk
jaminan harus ada karena perbankan itu kan tidak bisa mengeluarkan
pinjaman, jaminannya apa kalau orang itu tidak bayar kan. jadi otoritas
bank itu tetep masih melekat. Sebagian sudh ada yang dapat, sebagian ada
yang sulit terus yang sangat mengganjal dan menjadi PR buat saya tapi
belum saya bicarakan dengan perbankan dulu pernah adanya KUR
pertama sehingga KUR tersebut banyak yang macet, dulu juga kan macet
sekarang juga kan dia hati-hati ahirnya kan dampaknya sekarang, kan
gitu. Kalau saya sekarang kan hanya memberikan kepada pelaku-pelaku
harus mawas diri. Itu juga kendala juga buat kita sih

50

Interaksi, kalau mengenai pinjman contohnya pinjaman melalui ke Bank,
secara ini kita tidak ikut campur ya, cuman jadi ada tembusan, misalkan
Bank Bl mau memberikan bantuan kepada pengrajin, nah itu sekarang
bagaimana perannya dri kita didukung kita bikin surat semacam
menyatakan bahwa pelaku UKM ini betul ada, jadi peran sertanya dari
dinas ada begitu

51

Adanya upaya simpan pinjam, kalau dulu mah ada PNPM itu untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat ada dari lembaga eksternal ada
dari umkm syariah. Jadi kelompok itu ikut juga di kelompok syariah itu
koperasi syariah gitu. Sistem bagi hasil, ada simpan pinjam,
sekertariatnya di belakang alhamdulillah sih dari kelompok itu banyak
yang ikut.

52

Tanggapannya biasa biasa saja dianggapnya maksimal tidak dianggapnya
sedang-sedang saja di antara meningkat atau merendah dibilang belum
ada perubahan itu tanggapan sementara dari kami pihak pelaku

53

Interaksi, ada, dari nelayan sendiri ada lembaga eksternal, ya ada dari
koperasi bahari estari contohnya. Balik lagi untuk desa sendiri ya itu ada
koperasi masing-masingnya dari desa ya ada BUMDES gitu kalau untuk
pihak ke desanya sendiri kalau interaksi desa hanya menjembatani untuk
ya untuk jembatan saja, contoh tadi untuk pengajuan proposal kita hanya
membantu saja. Untuk sementara kepertanian, kalau di panimbang sendiri
untuk simpan pinjam uang lebih bermasalah untuk sejauh ini untuk
peranian kita kasihh pupuk, balikan nanti bayar pake hasilnya. Kalau
untuk simpan pinjam takut bermasalah.

54




Bagaimana interaksi sosial dari masyarakat dengan adanya kebijakan
yang dibuat?

Bagus justru sangat bagus diantara masyarakat diantara adanya kebijakan
kemitraan jadi dari kami KTK lebih dekat dengan masyarakat, bahkan
direncanakan ada bagi hasil dari pihak HHBK disalurkan melalui
sosialisasi jadi menurut masyarakat itu bagus bahkan kita kerjasama
dengan kepala desa cukup bagus jadi ngerangkap

57

Kalau komunikasi aah ini kendalanya, tidak ada kendala soalnya Kita
komunikasinya pastinya kan komunikasinya ada dua arah artinya dia
mengusulkan dr masyarakat melalui kepala desa, dari desa ke dinas nanti
kita membuat program. Tapi selama ini juga kemungkinan ketidak tahuan
bisa saja. Tentukan potensi nanti kita yang melaksanakan.

58

Bagaimana kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kebijakan ?

B

Bagaimana Ketepatan antara tujuan dan manfaat kebijakan ?

Kalau kita kan gini kita untuk pemecahan masalah dari pada pelaku usaha
kita pernah mengadakan jadi temu usaha para pelaku dan komunitas,
asosiasi para usaha kita kumpulkan bagaimana ini supaya kendala apa
yang dialami oleh umkm.

64

Pemberian saran, kalau untuk pemberian saran itu kan masih dari desa
kebanyakan ya, mereka minta untuk pengembangan pelatihan gitu
dirutinkan, jadi jangan hanya satu desa ini, desa yang lain enggak. Tuhkan
ngedenger ya kadang-kadang kita ambil bagaimana kalau pesertanya kita
dari desa ini 3 orang 3 orang, gitu kan. Kadang-kadang kita 2 desa ikut,
jadi ada pemerataan ikut pelatihan gilir kan.

65

Dari musyawarah

66

Konsultasi untuk masyarakat disampaikan ke BUMDES, dari BUMDES
disampaikan ke BUMDES dari BUMDES disampaikan ke pusat

67

Tanggapannya biasa-biasa saja, menganggap maksimal tidak jelek tidak,
yang sedang-sedang saja antara meningat dan merendah belum ada
perubahan untuk sementara ini.

68




Depan Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon




Pintu Masuk Ke Dalam Kawasan TNUK




Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Konservasi (KTK) Resort Padali

Tempat Produksi Gula Semut kegiatan Kelompok Tani Konservasi (KTK) Resort Padali




Alat-alat untuk Produksi Gula Semut




Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Konservasi (KTK) Resort Kopi
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KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi : 1. Administrasi Publik
2. llmu Komunikasi

3. lImu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM. 4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: http://www.fisip-untirta.ac.id, Email: Kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor

Lampiran :
: Permohonan Izin Mencari Data

Hal

/UN.43.6.1/PG/2018 22 Januari 2018

Kepada Yth.
Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di llmu
Administrasi Negara Fakultas IImu Sosial dan llmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini memberikan tugas kepada
mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : DanangWahid Salim

NIM 6661111744

Semester 14

Mata Kuliah : Skripsi

Judul : Evaluasi Kebijakan PengelolaanTaman Nasional Ujung Kulon di

Kabupaten Pandeglang
Data Diperlukan  : Wawancara

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin
guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
Mengucapkan terima kasih.

~z.

A\ v X
Listyaningsih, S’Sos M Sl
NIP. 197603292003.122001
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KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi : 1. Administrasi Publik
2. llmu Komunikasi

3. lImu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM. 4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: http://www.fisip-untirta.ac.id, Email: Kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor

Lampiran :
: Permohonan Izin Mencari Data

Hal

/UN.43.6.1/PG/2018 14 Februari 2018

Kepada Yth.
Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di llmu
Administrasi Negara Fakultas IImu Sosial dan llmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini memberikan tugas kepada
mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : DanangWahid Salim

NIM 6661111744

Semester : XIV

Mata Kuliah : Skripsi

Judul : Evaluasi Kebijakan PengelolaanTaman Nasional Ujung Kulon di

Kabupaten Pandeglang
Data Diperlukan  : Data mengenai Letak Geografis dan Luas Zonasi TNUK

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin
guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
Mengucapkan terima kasih.

~z.

A\ v X
Listyaningsih, S’Sos M Sl
NIP. 197603292003.122001
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KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi : 1. Administrasi Publik
2. llmu Komunikasi

3. lImu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM. 4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: http://www.fisip-untirta.ac.id, Email: Kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor

Lampiran :
: Permohonan Izin Mencari Data

Hal

/UN.43.6.1/PG/2018 15 Januari 2018

Kepada Yth.
Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di llmu
Administrasi Negara Fakultas IImu Sosial dan llmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini memberikan tugas kepada
mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : DanangWahid Salim

NIM 6661111744

Semester 14

Mata Kuliah : Skripsi

Judul : Evaluasi Kebijakan PengelolaanTaman Nasional Ujung Kulon di

Kabupaten Pandeglang
Data Diperlukan  : Data Mengenai Kebijakan Pengelolaan BTNUK

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin
guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
Mengucapkan terima kasih.

~z.

A\ v X
Listyaningsih, S’Sos M Sl
NIP. 197603292003.122001
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KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi : 1. Administrasi Publik
2. llmu Komunikasi

3. lImu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM. 4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: http://www.fisip-untirta.ac.id, Email: Kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor

Lampiran :
: Permohonan Izin Mencari Data

Hal

/UN.43.6.1/PG/2018 14 Februari 2018

Kepada Yth.
Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di llmu
Administrasi Negara Fakultas IImu Sosial dan llmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini memberikan tugas kepada
mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : DanangWahid Salim

NIM 6661111744

Semester : XIV

Mata Kuliah : Skripsi

Judul : Evaluasi Kebijakan PengelolaanTaman Nasional Ujung Kulon di

Kabupaten Pandeglang
Data Diperlukan  : Data mengenai Letak Geografis dan Luas Zonasi TNUK

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin
guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
Mengucapkan terima kasih.

~z.

A\ v X
Listyaningsih, S’Sos M Sl
NIP. 197603292003.122001




